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ABSTRAK 

Valery Putri (0503172091), “Analisis Inklusi Keuangan Pada Penyaluran 

Pembiayaan UMKM Di LKMS BMT KUBE Sejahtera 001”. Dengan 

Pembimbing Skripsi I Dr. Mustapa Khamal Rokan, M.H dan Pembimbing II 

Juliana Nasution, M.E 

Inklusi keuangan adalah program yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam upaya 

mendorong jasa layanan keuangan agar dapat dijangkau oleh seluruh lapisan 

masyarakat. Secara nasional Inklusi keuangan dirumuskan untuk mewujudkan 

sistem keuangan yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat terutama 

kelompok masyarkat miskin, marginal dan juga pelaku UMKM agar terciptanyal 

stabilitas sisteml keuangan dil Indonesia. Dalaml penelitian ini penulis berfokus 

pada kemudahan akses pelaku UMKM di kecamatan Percut Sei Tuan dalam 

mendapatkan pembiayaan permodalan untuk usaha mereka, Jenis datal yang 

digunakanl adalah datal primer berupal hasil wawancaral dan datal sekunder berupal 

jumlah penyaluran pembiayaan di LKMS BMT KUBE Sejahtera 001 tahun 2016-

2020. Metode yangl digunakan dalaml penelitian inil adalah deskriptifl kualitatif, 

denganl melakukan tanya-jawab kepada Manajer Operasional dan Account Officer 

(AO) & Remedial LKMS BMT KUBE Sejahtera 001 serta pelaku UMKM yang 

mendapatkan pembiayaan Murbahah KUBE dan Murabahah Non KUBE. Hasil 

dari penelitian ini adalah sebagai lembaga keuangan mikro LKMS BMT KUBE 

Sejahtera 001 berusaha menjalankan perannya dalam meningkatkan inklusi 

keuangan dengan memberikan kemudahan syarat bagi masyarkat yang ingin 

mengajukan pembiayaan. Agunan bukanlah hal yang wajib bagi anggota KUBE 

yang ingin mengajukan pembiayaan. Kegiatan pembinaan dan mentoring juga 

dilakukan diberikan kepada anggota KUBE (pembiayaan Murabahah KUBE). 

Inklusi keuangan memberikan dampak yang positif bagi pelaku usaha UMKM, 

dengan kemudahan akses dalam mendapatkan permodalan membuat usaha 

mereka mengalami kenaikan baik dalam omset dan keuntungan usaha. 

Kata Kunci: inklusi keuangan, akses, pembiayan Murabahah KUBE dan Non  

  KUBE, UMKM 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Percepatan pertumbuhan ekonomil sejatinya berperan sebagai syarat yang 

strategis untuk meningkatkan kulitas hidup masyarakat. Di sisi lain, 

kesenjangan sosial yang menjadi salah satul persoalan dalaml paradigma 

pembangunanl ekonomi dil berbagai negaral berkembang. Munculnyal 

kesenjangan ekonomil akan menimbulkanl banyak lmasalah, seperti pendudukl 

miskin lbertambah, pengangguran lmeningkat, tingkat kejahatanl meningkat, 

kualitasl pendidikan lmenurun, juga kemampuanl daya belil masyarakat yangl 

menurun.1 

Dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, sistem keuanganl memiliki 

peranl yang sangatl penting. Dalam buku Bank danl Lembaga Keuangan 

Syariah, Soemitra mengatakan bahwa “Perkembanganl sistem keuanganl 

memengaruhi tingkat ltabungan, investasi, linovasi, teknologi danl pertumbuhan 

ekonomil jangka panjangl suatu lnegara, bahkan perkembanganl sisteml 

keuanganl mampu memprediksil perkembanganl ekonomil ke ldepan.”2 Negara 

yang berhasil mengembangkan sistem keuangan yang maju dan berfungsi 

dengan baik, umumnya merupakan negara yang menjadi pemimpin 

perekonomian di dunia. 

Pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak akan terjadi jika tidak ada 

aktivitas ekonomi dari masyarakat. Guna mendukung akselerasi pertumbuhanl 

ekonomi yangl adil dan mampul   mengurangi angka kemiskinan, sektorl 

keuangan perlul mengoptimalkan kontribusinya dengan membukal akses seluasl 

 
1 Nurul Huda, dkk , Ekonomi Pembangunan Islam, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 10. 
 
2 DR. Andi Soemitra, M.A, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Kencana, 

2017), h. 16. 
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mungkin kepada seluruh lapisan masyarakat dan pelaku usaha termasuk 

UMKM dalam penyediaan layanan keuangan.  

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah (UMKM) menjelaskan tentang pengertian dari masing-masing 

usaha tersebut, Usaha Mikrol adalah usahal produktif milikl orang perorangl 

dan/ataul badan usahal perorangan yangl memenuhi kriterial Usaha lMikro. 

Usaha Kecill adalah usahal ekonomi produktifl yang berdiril sendiri yangl 

dilakukan olehl orang-proranganl atau badanl usaha yangl bukan merupakanl anak 

perusahaanl atau bukanl cabang perusahaanl yang ldimiliki, dikuasai ataul 

menjadi bagianl baik langsungl maupun tidakl langsung daril usaha mengengahl 

atau usahal besar yangl memenuhi kriterial kecil. Usahal Menengah adalahl 

usaha ekonomil produktif yangl berdiri lsendiri, yang dilakukanl oleh orangl-

perorangan ataul badan usahal yang bukanl merupakan anakl perusahaan ataul 

cabang perusahaanl yang ldimiliki, dikuasai ataul menjadi bagianl baik langsungl 

maupun tidakl langsung denganl usaha kecill atau usahal besar denganl jumlah 

kekayaanl bersih ataul hasil penjualanl tahunan.3 

Aktivitas UMKM dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, terutama 

masyarakat miskin untuk memperoleh penghasilan tetap, melaluil upaya 

peningkatanl kapasitas usahal mikro sehinggal menjadi usahal yang independen, 

berkesinambungan, danl siap untukl bersaing. Pemberdayaanl UMKM menjadil 

salah satu strategi ekonomil yang dapatl merangkul elemenl masyarakat hingga 

kelasl yang palingl bawah, karenal berorientasi pada pembangunan regionall 

yang mayoritasl melibatkan produksil usaha kecill untuk pengggunaan danl 

komsumsi lokal. 

Kementerian Koperasil dan UKMl RI melaporkanl bahwa secaral jumlah 

lunit, UMKM memilikil pangsa sekitarl 99,99% (62,9l juta unitl) dari totall 

keseluruhan pelakul usaha dil Indonesia, sementaral usaha besarl hanya 

 
3 Setyani Irmawati, Delu Damelia dan Dita Whyu Puspita, Model Inklusi Keuangan Pada 

UMKM Berbasis Pedesaan, JEJAK: Journal of Economics and Policy, Vol. 6, No. 2, September 

2013, h. 153.   

 



3 
 

 
 

sebanyakl 0,01% atau sekitar 5400 unit. Usaha Mikro menyerap sekitar 107,2 

juta tenaga kerja (89,2%), Usaha kecil 5,7 juta (4,74%), dan usaha Menengah 

3,73 juta (3,11%), sementara Usaha Besar menyerap sekitar 3,58 juta jiwa.4 

Artinya jika digabungkan, Usaha Mikro, Kecil, Menengah menyerap sekitar 

97% tenaga kerja secara nasional, sementara Usaha Besar hanya menyerap 3% 

dari total tenaga kerja secara nasional. 

Namun, berdasarkan data dari Bank Indonesia, pada tahun 2017 kredit 

perbankan baru mencapai 34,8 % dari Produk Domestik Bruto (PDB) yang 

mencapai Rp. 13 Triliun. Sedangkan kredit untuk sektor Usaha Mikro Kecil 

dan Menengah (UMKM) hanya 6,84 % dari PDB atau sekitar 19, 63 % dari 

total penyaluran dana (kredit) perbankan. 

Kendala yang biasanya dihadapi oleh masyarakat menengah ke bawah 

adalah anggapan berlebihan bahwa produk Lembagal Keuangan Makro tidakl 

sesuai denganl pelaku lUMKM, juga anggapan berlebihanl bahwa pelaku 

UMKMl memiliki risiko tinggil dan adanyal keharusan agunanl (jaminan) 

dalaml pinjaman. Hal ini yang membuat masyarakat seperti Ibul rumah ltangga, 

Nelayan, danl kelompok rentanl lainnya sulit untuk mengikutil standar 

administrasil yang rumitl sebagaimana diharuskan olehl sistem Lembaga 

Keuanganl Makro sepertil pada bank-bankl konvensional. 

Kemudian, kegiatan perekonomian dan perdagangan yang hanya berpusat 

pada daerah tertentu menyebabkan lembaga keuangan formal hanya tersebar 

pada wilayah tersebut, sedangkan masyarakat yang berada di pedesaan 

kesulitan untuk mendapatkan akses terhadap produk jasa keuangan formal, 

masyarakat harus mengeluarkan biaya transportasi yang cukup tinggi guna 

melakukan kegiatan di lembaga keuangan formal.3 Hal ini membuat 

masyarakat enggan untuk menggunakan produk keuangan formal dan lebih 

 
4 Dewi Meisari Haryanti hdan Isniati Hidaya, Potret UKM Indonesia: Si Kecil yang 

Berperan Besar, https://www.ukmindonesia.id/baca-artikel/62 , (Diakses pada: 5 Mei, 2021, pukul 

8:43). 

https://www.ukmindonesia.id/baca-artikel/62
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memilih untuk menggunakan lembaga keuangan non formal seperti halnya 

meminjam kepada rentenir. 

Salah satul kebijakan yangl dikeluarkan olehl Pemerintah untukl menjawab 

masalah mengenail sistem keuanganl yang masihl belum optimall menjangkau 

seluruh lapisanl masyarakat terutamal kalangan miskinl dan kelompokl rentan 

lainnyal dari segi permodalan dan pemasaran adalah kebijakan inklusi 

keuangan yang diluncurkan pada tahun 2010. Inklusi keuangan merupakan 

upaya pengentasan kemiskinan dengan memperluas akses masyarakat dan 

UMKM untuk menjangkau lembaga keuangan. 

Bank Indonesia mendefinisikan Inklusi keuangan sebagai seluruh upaya 

untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap jasa-jasa keuangan dengan 

cara menghilangkan segala bentuk hambatan baik yang bersifat harga maupun 

non harga. 

Dixit dalam penelitiannya mengatakan bahwa Inklusi keuanganl adalah 

pengirimanl layanan lkeuangan, termasuk layananl perbankan danl kredit, 

denganl biaya yangl terjangkau kel bagian besarl kelompok yanl kurang 

beruntungl dan berpenghasilanl rendah yangl cenderung ldikecualikan. Berbagai 

layananl keuangan termasukl akses ltabungan, pinjaman, lasuransi, pembayaran 

danl fasilitas pengirimanl uang yangl ditawarkan olehl sistem kuanganl formal.5 

Pada akhirl tahun l2014, OJK mengeluarkanl peraturan terkaitl pelayanan 

nonl office untukl meningkatkan Inklusi Keuangan demi terciptanyal 

pertumbuhan ekonomil bagi masyarakatl dan memperluasl akses bagil Lembaga 

Keuanganl Syariah. Lahirnya program inklusi keuanganl di Indonesial didasari 

oleh perhatian pemerintah akan banyaknya kelompok masyarakat bawah, 

seperti masyarakat dengan pendapatan rendah, masyarakat yang tidak 

memiliki pekerjaan yang jelas dan masyarakat pinggiran yang pada umumnya 

unbanked (masyarakat yang sukar dalam mengakses lembaga keuangan 

Makro), maka peran LKMS sebagai lembaga keuangan mikro yang kontributif 

 
5 Radhika Dixit, Financial Inclusion For Inclusive Growth of India: A Study of Indian 

States, international Jurnal of Business Management Research, Vol. 3, 2013, h. 150 
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terhadap program inklusi keuangan sangat diperlukan dalam meningkatkan 

perekonomian masyarakat, terutama masyarakat pedesaan, petani, nelayan, 

pelaku UMKM dan Ibu Rumah Tangga yang kebanyakan adalah Unbanked. 

Hal yang mendasari masyarakat unbanked adalah price barrier, information 

barrier, design product barrier dan chanel barrier.  

LKMS mampu memberikanl berbagai jenisl pembiayaan kepadal UMKM, 

sehinggal menjadi alternatifl pembiayaan yangl cukup lpotensial, mengingat 

sebagianl besar pelakul UMKM beluml memanfaatkan lembagal-lembaga 

lkeuangan. 

Soemitra, dalam bukunyal Bank danl lembaga Keuanganl Syariah 

mengatakan bahwal “Lembaga Keuangan Mikro Syariah mempunyai misi 

yang sejalan dengan program pemerintah, yaitu pemberdayaan ekonomi 

rakyat, sehingga berpeluang menjalin kerja sama saling bermanfaat dalam 

upaya pencapaian masing-masing tujuan.”6  

LKMS sebagai Lembaga Keuangan formal yang paling dekat dengan 

masyarakat menjadi salah satu pihak yang diharapkan mampu menerapkan 

inklusi keuangan kepada masyarakat terutama masyarakat yang berada di 

daerah pinggiran ataupun di pedesaan. Namun dilihat dari indeks inklusi 

keuangan yang dikeluarkan oleh OJK pada tahun 2019, dengan presentasi 0, 

72% LKMS menjadi lembaga keuangan yang paling rendah dalam 

mendukung inklusi keuangan, sedangkan di tahun 2016 OJK belum mendapat 

data dari Lembaga Keuangan Mikro.  Dapat diartikan secara nasional LKMS 

belum maksimal dalam menerapkan inklusi keuangan bagi masyarakat.  

 
6 DR Andi Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 

488.  
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Gambar 1.1 

Presentase Inklusi Keuangan  

Sumber: www.ojk.go.id  

Dalam penelitian ini, Penulis memilih Koperasi Serba Usaha Syariah 

(KSU) LKMS KUBE Sejahtera 001 yang dalam penelitian ini selanjutnya 

akan di sebut dengan LKMS BMT KUBE Sejahtera 001 sebagai tempat 

penelitian. Lembaga Mikro berbentuk Baitul Maal Wat Tamwil ini memliki 

dua jenis pembiyaan untuk Usaha lMikro, Kecil danl Menengah (UMKMl), 

yaitu pembiayaan Murabahah Non KUBE danl Pembiayaan Murabahah 

KUBE. 

LKMS BMT Kube Sejahtera 001 sudah menjalankan perannya sebagai  

Lembaga Keuangan Mikro yang memberikan akses baik penyimpanan 

maupun pembiayaan bagi pelaku UMKM sejak 2004 dan menjadi satu-

satunya Lembaga Keuanganl Mikro Syariah yangl berada dil kecamatan Percut 

Sei Tuan. Berikut Jumlah Penyaluran Pembiayaan LKMS BMT Kube 

Sejahtera 001 kepada pelaku UMKM selama 5 tahun terakhir sejak 2016 

hingga 2020. 

Tabel 1.1 

Jumlah Penyaluran Pembiayaan LKMS BMT Kube Sejahtera 001 

 
Tahun Murabahah Non KUBE  Murabahah KUBE 

2020 720 orang 148 orang 

2019 770 orang 151 orang 

2018 789 orang 158 orang 

2017 834 orang 165 orang 

http://www.ojk.go.id/
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2016 855 orang 180 orang 

Berdasarkan tabel di atas, dapat dipahami bahwa pembiayaan Murabahah 

Non KUBE yang disalurkan oleh LKMS BMT Kubel Sejahtera 001l kepada 

UMKM di Kecamatan Percutl Sei Tuanl mengalami penurunan nasabah setiap 

tahunnya, begitu juga dengan pembiayaan Murabahah KUBE. Mengingat 

jumlah nasabah yang diberikan pembiayaan modal UMKM yang menurun 

setiap tahunnya membuat LKMS BMT KUBE Sejahtera 001 tampaknya 

belum optimal dalam mendukung program inklusi keuangan yang 

dicanangkan pemerintah. 

Dari uraianl di latas, peneliti bermaksud melakukanl penelitian lebihl lanjut 

dengan judul “Analisis Inklusi Keuangan Pada Penyaluran Pembiayaan 

UMKM Di LKMS BMT KUBE Sejahtera 001” adalah melangsungkan 

penelitian mengenai peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam 

meningkatkan inklusi keuangan, implementasi kebijakan inklusi keuangan 

pada LKMS BMT KUBE Sejahtera 001 sebagai Lembagal keuangan mikro 

Syariahl dalam meningkatan aksesl fasilitas keuanganl bagi Usaha Mikro, Kecill 

dan Menengah di Kecamatanl Percut Seil Tuan serta dampak yang diterima 

atas kebijakan tersebut. 

B. Rumusan Masalah 

Bersumber pada latarl belakang masalahl yang telahl diuraikan di latas, 

makal rumusan masalahl yang akanl dikaji dalaml penelitianl inil adalah: 

1. Bagaimanal implementasi program inklusi keuangan pada penyaluran 

pembiayaan UMKM di LKMS BMT KUBE Sejahtera 001? 

2. Bagaimana dampak program inklusi keuangan pada pemberdayaan 

pelaku UMKM dil LKMS BMT KUBE Sejahteral 001? 

C. Tujuan Penelitian 

Guna memberikan gambaran yangl jelas tentang skripsi ini, tujuan dari 

penelitian ini adalah: 
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1. Untuk mengetahui dan memahami implementasi dari program inklusi 

keuangan pada penyaluran pembiayaan UMKM di LKMS BMT 

KUBE Sejahtera 001 

2. Untuk mengetahui dan memahami dampak dari program inklusi 

keuangan pada pemberdayaan pelaku UMKM di LKMS BMT KUBE 

Sejatera 001 

D. Manfaat Penelitian 

Adapunl manfaat daril penelitianl skripsil ini ladalah: 

1. Bagil lpenulis: 

a. Menjadi salahl satu syaratl untuk menyelesaikanl studi S1 padal 

program studil Perbankan Syariahl dan untukl mendapatakan gelar 

lS.E dil Fakultas Ekonomil dan Bisnisl Islam, Universitasl Islam 

Negeril Sumatera Utaral 

b. Menambahl wawasan danl pengetahuan peneliti mengenail Analisis 

Inklusi Keuangan Pada Penyaluran Pembiayaan UMKM di LKMS 

BMT KUBE Sejahtera 001 

c. Meningkatkanl keterampilan danl kemampuan peneliti dalaml 

menganalisa secaral ilmiah, juga sebagai aplikatifl dari teoril yang 

selamal ini penelitil terima selama masa perkuliahan. 

2. Bagi Koperasi Serba Usaha (KSU) LKMS BMT KUBE Sejahtera 001 

Hasil penelitianl dapat dijadikanl sebgai bahan masukanl dalam 

mengambill langkah selanjutnya untuk kemajuan LKMS BMT KUBE 

Sejahtera 001 di masa mendatang 

3. Bagil akademis 

Hasill penelitian inil diharapkan mampul memberikan dampak positif 

juga menjadi khasanah keilmuan dan pengembangan teori-teori bagil UIN 

Sumateral Utara 
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4. Bagil Masyarakat 

Diharapkan mampu menjadi referensi ataul rujukan serta bahan bacaan 

sehinggal masyarakat dapatl memperoleh wawasanl dan pengetahuan yangl 

lebih, khususnyal tentang inklusi keuangan Syariah juga lembaga keuangan 

mikro Syariah. 

E. Batasan Istilah 

Untukl menghindaril terjadinya kesalahan danl perbedaanl lpengertian, perlu 

adanyal penjelasanl istilahl-istilah yangl tepat digunakan dalaml penelitian lini, 

adapun beberapal batasan istilah yangl perlu dijelaskanl dalam penelitianl ini 

adalah sebagail lberikut: 

1. Analisisl adalah penyelidikanl terhadapl suatu peristiwal (lkarangan, 

lperbuatan, dan sebagainyal) untukl mengetahuil keadaan yangl 

sebenarnyal (sebabl musabab, dudukl lperkaranya, dan sebagainyal) 

2. Inklusi keuangan adalah upaya pengentasan kemiskinan dengan 

memperluas akses masyarakat dan UMKM untuk menjangkau 

lembaga keuangan. 

3. Penyaluran adalah proses, cara atau perbuatan menyalurkan 

4. Pembiayaanl adalah pengadaan uangl atau tagihanl yang dipersamakanl 

dengan litu, berdasarkan persetujuanl atau kesepakatanl antara bankl 

dengan pihakl lain ynag mewajibkanl pihak yangl dibiayai untukl 

mengembalikan uangl atau tagihanl tersebut setelahl jangka waktul 

tertentu denganl imbalan ataul bagi lhasil  

5. UMKM adalahl Usaha lMikro, Kecil danl Menengah, yangl bertujuan 

untukl menumbuhkan danl mengembangkan usahanyal dalam rangkal 

membangun perekonomianl nasional berdasarkanl demokrasi ekonomil 

yang lberkeadilan. 

F. Sistematika Pembahasan  

Sistematikal pembahasanl adalahl pokok-pokokl uraianl yangl akan dibahasl 

dalaml skripsil secara terperincil dan disusunl menjadi bagianl-bagian yangl 
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saling lberkaitan, adapun sistematikal pembahasan dalaml penelitian inil adalah 

sebgai lberikut: 

1. BAB I: PENDAHULUAN 

Dalam bab inil penulis menguraikanl latar belakangl masalah, rumusan 

lmasalah, tujuan penelitian, manfaatl penelitian, batasan istilah danl 

sistematika pembahasanl 

2. BAB II: LANDASAN TEORI 

Bab inil membahas pengertian inklusi keuangan, tujuan peranan inklusi 

keuangan, pilar utama inklusi keuangan, kelompok sasaran inklusi 

keuangan, indikator inklusi keuangan, pengertian pembiayaan murabahah, 

rukun dan syarat Murabahah, pengertian UMKM, kriteria UMKM, jenis-

jenis UMKM, indikator perkembangan UMKM, pengertian BMT, peranan 

BMT, krakateristik BMT, penelitian terdahulu dan alur penelitian. 

3. BAB II: METODELOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini peneliti membahas tentang jenis penelitian, lokasi dan 

waktu penelitian, Teknik pengumpulan data, metode analisis data serta 

keabsahan data. 

4. BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Babl ini berisil tentang gambaran umuml penelitian, hasill penelitian dan 

pembahasanl tentang hasill dari penelelitian yang dilakukan 

5. BAB V: PENUTUP 

Babl ini berisil tentang kesimpulanl yang didapatkan daril penelitian 

yangl telah dilakukan, saran yang baik dari penelitil untuk LKMS BMT 

KUBE Sejahtera 001 maupun untuk penelitian selanjutnya agar lebih baik 

dalam melakukan penelitian kedepannya. 
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BAB II 

KAJIAN TEORITIS 

A. Inklusi Keuangan 

1. Pengertianl Inklusi Keuangan 

Layananl keuangan yangl disediakan harusl dapat diterimal oleh 

masyarkat sesuail dengan kebutuhanl dan mudahl untuk diaksesl dari sisil 

persyaratan sertal layanan. Selainl itu, layananl keuangan yangl aman 

dimaksudkanl agar masyarakatl terlindungi hakl dan kewajibannyal dari 

risikol yang mungkinl timbul.1 

Inklusi keuanganl terdiri atas kata inklusi dan keuangan. Secara 

terminologi inklusi memiliki arti memasukkan, sedangkan keuangan 

secaral terminologi diartikan sebagail beberapa hal yangl berhubungan 

dengan luang.   

Global Financiall Development Reportl mendefinisikan inklusi 

keuangan sebagail “the proportionl of individualsl and firmsl that usel 

financial servicel has becomel a subjectl of considerablel interest amongl 

policy lmakers, researchers andl other stakeholder” merupakan suatul 

keadaan dimana mayoritasl individu dapatl memanfaatkan jasal keuangan 

yangl tersedia sertal meminimalisir adanyal kelompok individul yang beluml 

sadar akanl manfaat aksesl keuangan melaluil akses yangl telah tersedial 

tanpa biayal yang ltinggi. 2 

World Bank mengartikan inklusi keuangan sebagai "that individuals 

and businesses have accsess to useful and affordable financial products 

and services that meet their needs- transactions, payments, saving, credit 

 
1  Dufi Rusanti, Hadi Paramu dan Hari Sukarno, Determinan Pendapatan Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah (UMKM) Sektor Industri Pengolahan Di Kabupaten Jember, (Jurusan 

Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember, 2014), hl. 36. 

  
2 Lina Marlina dan Biki Zulfikri Rahmat, Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam 

Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Bagi Pelaku UMKM Tsikmalaya, Jurnal Ecodemica, 

(Jakarta: Universita Bina Saran Informatika, 2018), Vol. 2, No. 1, h. 127.  
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and insurance- delivered in a responsible and sustainable way" 

merupakan keadaan dimana setiap individu dan bisnis memiliki akses 

yang mudah, bertanggung jawab dan berkelanjutan terhadap produkl serta 

layanan keuanganl yang bermanfaatl dan terjangkaul yang dapat memenuhi 

kebutuhanl mereka dalam hall transaksi lpembayaran, tabungan, kreditl dan 

lasuransi. 3 

Dixit dalam Financial Inclusionl For Inclusivel Growth ofl India: Al Study ofl 

Indian Statesl mengatakan bahwa by financiall inclusion, wel mean thel 

delivery ofl financial lservices, including bankingl services andl credit, atl an 

affordablel cost tol the vastl sections ofl disadvantaged andl low-incomel 

groups whol tend tol be lexcluded. The variousl financial servicesl include 

accessl to lsavings, loans, linsurance, payment andl remittance facilitiesl 

offered byl formal financiall system.4 (Inklusi keuanganl adalah pengirimanl 

layanan lkeuangan, termasuk layananl perbankan danl kredit, denganl biaya 

yangl terjangkau kel bagian besarl kelompok yangl kurang beruntungl dan 

berpenghasilanl rendah yangl cenderung ldikecualikan. Berbagai layananl 

keuangan termasukl akses ltabungan, pinjaman, lasuransi, pembayaran danl 

fasilitas pengirimanl uang yangl ditawarkan olehl sistem kuanganl formal.) 

Sarma menyatakan bahwa financial inclusion as a process that ensures 

the ease of access, availability and usage of the formal financial system 

for all members of an economy.5 (inklusi keuanganl adalah prosesl untuk 

mendapatkanl jaminan kemudahanl akses, ketersediaanl layanan danl dapat 

memperolehl manfaat daril sistem keuanganl formal bagil seluruh lapisanl 

masyarakat.

 
3 The World Bank, financial Inclusion, 

https://www.worldbank.org/en/topic/financialinclusion/overview ,( diakses pada 25 Agustus 2021 

pukul 2:25) 
4 Radhika Dixit dan Munmum Gosh, Financial Inclusion For Inclusive Growth of India: 

A Study of Indian States, international Jurnal of Business Management Research, Vol. 3, 2013, h. 

150 
5 Mandira Sarma, Index of Financial Inclusion- A Measure of Financial Sector 

Inclusiviness, Berlin Working Papers on Money, Finance, Trade and Development, No. 7, 2012, h. 

3. 

 

https://www.worldbank.org/en/topic/financialinclusion/overview
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Peraturanl Otoritas Jasal Keuangan (POJK) Nomorl 76 Tahun 2016 

Tentangl Peningkatan Literasil dan Iknlusi Keuanganl Di Sektorl Jasa 

Keuanganl Bagi Konsumenl dan/atau lMasyarakat, menyebutkan bahwa 

inklusi keuanganl adalah ketersediaanl akses berbagail lembaga, produkl dan 

layananl jasa keuanganl sesuai denganl kebutuhan danl kemampuan 

masyarakatl dalam rangkal meningkatkan kesejahteraanl masyarakat. 

Inklusi keuangan dalam pandangan Islam merupakan upaya untuk 

meningkatkanl akses masyarakatl terhadap lembaga keuanganl agar 

pendistribusian dan pengelolaan keuangan ditengah-tengah masyarakat 

sesuai dengan ajaran Islam. Dengan adanya inklusi keuangan Syariah yang 

dapat dijadikan sarana untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam 

praktik keuangan Syariah.1 Pada hakikatnya inklusi keuangan adalah 

seluruh upaya yang bertujuan meniadakan segala bentuk hambatan 

terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan 

dengan biaya yang terjangkau.2 

Menurut tafsirl At-Thabaril bahwa semual orang itul dalam kebaikanl dan 

lkenikmatan, pada lhakikatnya, setiap manusia berhakl mendapatkan 

kenikmatanl penuh.3 Allah berfirman dalam AL-Qur’an Surah Ar- Ra’dl 

ayat 11: 

نۡ خَلۡفِّهِّ  لَهۥُ نۢ بَيۡنِّ يَدَيۡهِّ وَمِّ تٞ م ِّ بََٰ نۡ أمَۡرِّ  ۥيَحۡفَظُونَهُ  ۦمُعَق ِّ لََ يغَُي ِّرُ مَا بِّقَوۡمٍ  ٱلّلَ إِّنّ  ٱلّلِّه مِّ

مۡه وَإِّذَآ أرََادَ  هِّ ن  ۥۚبِّقَوۡمٖ سُوٓءٗا فَلََ مَرَدّ لَهُ  ٱلّلُ حَتىَّٰ يغَُي ِّرُواْ مَا بِّأنَفسُِّ ۦوَمَا لهَُم م ِّ  دُونِّهِّ

ن وَالٍ    ١١مِّ

Artinya: 

 
1 Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, Ekonomi Pembangunan Syariah, (Jakarta: 

Rajawali Press, 2017), h. 221.  

 
2 Kusumaningtuti S. Soetiono dan Cecep Setiawan, Literasi dan Inklusi keuangan 

Indonesia, (Depok: Rajawali Press, 2018), h. 9.  

 
3 Ahmad Mundzir, “Tafsir Ar-Ra’d Ayat 11: Motivasi Mengubah Nasib?”, 

https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-ar-ra-d-ayat-11-motivasi-mengubah-nasib-OcXb8. (Diakses pada 

tanggal 7 Oktober 2021 pukul 11.30) 

https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-ar-ra-d-ayat-11-motivasi-mengubah-nasib-OcXb8
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“Bagil manusia adal malaikat-malaikatl yang selalul mengikutinya 

lbergiliran, di mukal dan dil belakangnya, merekal menjaganya atasl perintah 

lAllah. Sesungguhnya Allahl tidak merubahl keadaan sesuatul kaum 

sehinggal mereka merubahl keadaan yangl ada padal diri merekal sendiri. 

Danl apabila Allahl menghendaki keburukanl terhadap sesuatul kaum, makal 

tak adal yang dapatl menolaknya; danl sekali-kalil tak adal pelindung bagil 

mereka selainl Dia.” (QS. Arl-Ra’d: (13l):11) 

Inklusi keuangan menjadi indikator penting yang ber-orientasi pada 

pemerataan dan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama 

masyarakat kecil. Dalam persfektif Islam, Pemerintah berkewajiban 

menegakkan keadilan dan pemerataan ekonomi danl menghindari 

kesenjanganl pendapatan danl implikasinya kepadal tingkat kesejahteraanl 

masyarakat, agar harta yang diperoleh tidak hanya beredar di antara orang- 

orang kaya saja.   

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan definisi inklusi keuangan 

sebagai satu skema pembiayaan inklusif dengan tujuan utama memberikan 

berbagai layanan keuangan kepada kalangan miskin dan berpenghasilan 

rendah, juga menjangkau seluruh segmen masyarakat untuk mendapatkan 

pembiayaan dengan jangka waktu dan besaran pengembalian pembiayaan 

yang masuk akal (reasonable). Aspirasi utama dari inklusi keuangan 

adalah menghilangkan ketidakadilan ekonomi dengan cara menyediakan 

kesempatan yang sama dalam lembaga permodalan.  

2. Tujuan Inklusi Keuangan 

Di Indonesia, Inklusi keuangan dirumuskanl untuk mewujudkanl sistem 

keuanganl yang dapatl diakses olehl seluruh lapisanl masyarakat untukl 

mendorong pertumbuhanl ekonomi, pengendalian kemiksinan, pemerataanl 

pendapatan danl terciptanya stabilitasl sistem keungan secara nasional. 

Tujuanl inklusi keuangan dapat dijabarkanl ke dalam beberapal tujuan yaitu: 
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a. Menjadikanl strategi inklusi keuanganl sebagai bagianl dari strategil 

besar pengembangan lekonomi, pemerataan penghasilan, 

pengendalian kemiskinan, danl sistem keuanganl yang setimbang; 

b. Menyediakanl jasa danl produk keuanganl sesuai denganl apa yang 

masyarakat butuhkan; 

c. Meningkatkanl pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenail 

layanan keuanganl formal, mengingat tingkat literasi masyarakat 

terhadap layanan keuangan formal masih rendah; 

d. Meningkatkanl akses masyarakatl kepada layananl keuangan. 

Dikarenakan minimnya akses keuangan pada wilayah tertentu dan 

juga adanya kendala administrasi yang membuat masyarakat 

sungkan menggunakan layanan keuanganl formal; 

e. Memperkuatl sinergi antara lbank, lembaga keuanganl mikro (LKM) 

danl lembaga keuanganl formal non-bankl untuk mendukungl 

pencapaian stabilitasi sisteml keuangan; 

f. Memperkuat peranl teknologi, informasil dan komunikasil (TIK) 

gunal memperluas cakupanl layanan lkeuangan. 

Dalam rangka merealisasikan visi dan misi Inklusi keuangan di 

lIndonesia, pemerintah menyusunl Strategi Nasionall Keuangan Inklusifl 

(SNKI) di tahun 2012 sebagail pedoman langkahl-langkah strategisl para 

pelaksana kepentinganl dalam upaya membantul masyarakat agarl dapat 

terkoneksi denganl layanan keuanganl formal.  

SNKIl melakukan upaya untuk merealisasikan tujuan utamanya yaitu 

meningkatkanl akses masyarakatl terhadap lembaga keuanganl formal 

melaluil literasi dan edukasi kepada masyarakat tentang produk, sistem, 

jasa dan ketersediaan layanan keuanganl formal yangl cepat, tepat, amanl 

dan berkulaitas denganl biaya yang minim sesuail dengan kemampuan danl 

kebutuhan masyarakat. Tujuan ini kemudian di tuangkan ke dalaml misi 

SNKI lyaitu: 
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a. Meningkatkanl peluang dan kapabilitas masyarakatl dalam 

mengaksesl dan memanfaatkanl layanna keuangan; 

b. Menyediakanl produk danl jasa keuanganl yang dapatl memenuhi 

kebutuhanl masyarakat; 

c. Meningkatkanl pemahaman dan rasal aman masyarakatl dalam 

penggunaanl layanan lkeuangan; 

d. Memperkuatl sinergi antarl pemangku kepentinganl 

e. Mendorongl pengembangan keuanganl inklusif untukl mendukung 

pencapaianl sustainable Developmentl Goals (SDGsl) di lIndonesia. 

3. Pilar Utama Strategi Inklusi Keuangan 

Peningkatanl akses masyarakatl kepada lembagal jasa keuanganl 

merupakan masalahl yang kompleksl dan memerlukan koordinasil yang 

melibatkanl Otoritas Jasal Keuangan, akademisi dan pemangku 

kepentingan lain. Di tahun 2012 dibangun Strategi Keuangan Inklusif atas 

enam pilar yaitu pilar tentang edukasi keuangan, pilar tentang fasilitas 

keuangan publik, pilar tentang pemerataan informasi keuangan, pilar 

tentang kebijakan atau peraturan pendukung, pilar tentang fasilitas 

intermediasi/distribusi dan pilar tentang perlindungan konsumen. 

Kemudian, di tahun 2016l Strategi Nasionall Keuangan Inklusifl 

melakukan revisi pilar-pilar tersebut menjadi lima pilar, yaitu: 

 

Gambar 2.1  

Strategi Nasional Inklusi Keuangan 

Sumber: www.twitter.com/DNKI_ 

http://www.twitter.com/DNKI_
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a. Pilar l1: Edukasi keuanganl 

Dalaml rangka mendukung SNKIl diperlukan adanyal penguatan 

edukasil keuangan kepadal masyarakat gunal meningkatkan 

pengetahuanl dan kesadaranl masyarakat mengenail lembaga keuanganl 

formal, produkl dan jasal keuangan termasukl fitur, manfaatl dan lrisiko, 

biaya, hakl dan lkewajiban, serta untukl meningkatkan keterampilanl 

masyarakat dalam perencanaanl dan kepercayaan masyarakat dalam 

menggunakan produk danl layanan keuanganl yang pada akhirnyal akan 

meningkatkanl permintaan (demand) masyarakat akanl produk danl 

layanan keuanganl formal. 

b. Pilarl 2: Hak propertil masyarakat 

Disadaril bahwa banyak masyarakat yangl tidak dapat melakukan 

pinjamanl di lembaga keuangan lformal. Hal inil disebabkan karena 

pinjamna formall pada umumnya membutuhkan jaminan berupal aset 

propertil yang ldimiliki. Namun demikian, masyarakat memiliki 

beberapa kendala dalam pengurusan hak properti, antara lain 

pengurusannya yang rumit, proses penyelesaiannya lama, 

ketidakpastian hukum perlindungan atas hak tersebut dan mahalnya 

biaya pengurusan. Oleh karenanya, dibutuhkan pilar hak properti 

masyarakat untuk meningkatkan akses kredit atau pembiayaan 

masyarakat kepada lembaga keuangan formal. 

c. Pilar 3: Fasilitas intermediasi dan saluran distribusi keuangan; 

Luasnya wilayah Indonesia dengan infrastruktur yang tidak merata 

sering kali menjadi penghambat masuknya masyarakat ke dalam 

lembaga keuangan formal. Oleh karena itu, diperlukan pilar fasilitas 

intermediasil dan saluranl distribusi keuanganl untuk memperluasl 

jangkauan layananl keuangan gunal memenuhi kebutuhanl berbagai 

kelompokl masyarkat, misalnyal dengan memanfaatkanl teknologi 

informasil dan komunikasil secara lebihl luas; 

d. Pilar l4: Layanan keuanganl pada sektorl pemerintah 
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Layanan keuangan pada sektor pemerintah bertujuan untuk 

meningkatkan tata kelola dan transparansi pelayanan publik dalam 

penyaluran dana pemerintah secara non tunai. Di lain pihak, 

penyeluran bantuan sosial secara non tunai juga merupakan upayal 

untuk mempercepatl pengentasan kemiskinanl melalui pengelolaan 

keuanganl dan keterhubunganl masyarakat denganl perbankan. 

Penyaluran subsidi secara tepat sasaran dan tepat guna kepada 

lmasyarakat, meningkatkan kualitasl ekonomi danl membantu golonganl 

yang berpendapatanl rendah. 

e. Pilarl 5: Perlindunganl konsumenl 

Perlindunganl konsumenl bertujuanl untuk memberikanl rasal amanl 

kepada masyarakatl dalaml berinteraksil dengan lembagal keuanganl danl 

memastikan lembagal keuanganl menjalankanl prinsip perlindunganl 

konsumenl yaitul transparansi, perlakuanl yangl ladil, kendala, 

kerahasiaanl dan keamananl data/informasil konsumen, penangananl 

pengaduan, sertal penyelesaian sengketal konsumen secaral sederhana, 

cepatl dan biayal yang lterjangkau. 

Selanjutnya, kelimal pilar SNKIl tersebut ditopang olehl tiga lfondasi, 

yaitu: 

a. Kebijakanl dan regulasil kondusif, sebagai dukungan yang kuat dari 

otoritas/ regulator 

b. Infrastuktur keuangan danl teknologi informasil keuangan, yang 

mendukung, lkuat, aman, efeisien, sertal memiliki jangkauanl yang 

luasl akan sangatl ekeftif dalam penyediaanl produk sertal layanan 

jasal keuangan yangl lebih lmerata. 

c. Organisasil dan mekanismel implementasi yangl efektif, diperlukan 

baik untuk pihak yang memberikan arahan strategi pengeawasan 

dan langkah-langkahnya, pihak yang melakukan koordiansi dan 

pengendalian kualitas pelaksanaan strategi serta pihak yang 

melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan strategi. 
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4. Kelompok Sasaran Inklusi Keuangan 

Dalam rangka mewujudkanl sistem keuanganl dan perbankan yang 

dapatl digunakan dan diakses olehl seluruh masyarat di segala penjuru, 

pada tahun 2012 Pemerintah meluncurkan Strategi Nasional Keuangan 

Inklusif. Strategi ini memberikan fokus khusus untuk tiga kelompok 

penduduk, yaitu orang miskin berpendapatan rendah, orang miskin 

bekerja/miskin produktif dan orang yang hampir miskin, ketiga kelompok 

tersebut adalah kelompok yang membutuhkan layanan produk danl jasa 

keuanganl yang spesifik. 

Dil tahun 2016, Pemerintah kembali mengeluarkan Strategi Keuangan 

Inkluif yang sedikit berbeda dengan tahun sebelumnya. Kelompok 

masyarakatl yang menjadil sasaran dalaml Strategi Keuanganl Inklusif 

adalah sebagai berikut: 

a. Masyarakatl berpendapatan lrendah, yaitu kelompok masyarakatl 

40% berpendapatanl rendah berdasarkan Bisnis Datal Terpadu yangl 

bersumber daril hasil Pendataanl Program Perlindunganl Sosial 

(PPLSl) yang dilaksanakanl oleh Badanl Pusat lStatistik. Kelompok 

inil memiliki aksesl terbatas ataul tanpa aksesl sama sekalil ke semual 

jenis layananl keuangan, masyarakatl penerima jaminanl sosial, 

programl pemberdayaan masyarakatl dan wirausahal yang memilikil 

keterbatasan sumberl dana untukl memperluas lusaha; 

b. Pelakul usaha mikrol dan lkecil, merupakan pelakul usaha sesuail 

dengan Undangl-Undang Nomorl 20 tahunl 2008 tentangl Usaha, 

lMikro, Kecil, lMenengah. Kategori usaha lmikro, kecil tersebutl 

dilakukan berdasarkanl aset bersihl dan nominall penjualan dalaml 

satu ltahun, yaitu sebagail berikut: 

1) Keriteria Usahal Mikro adalahl memiliki kekayaanl bersih palingl 

banyak 50l juta rupiahl tidak termasukl tanah danl bangunan 
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tempatl usaha ataul memiliki hasill penjualan tahunanl paling 

banyakl 300 jutal rupiah 

2) Keriteria Usahal Kecil adalahl memiliki kekayaanl bersih lebihl 

dari 50l juta rupiahl atau palingl banyak 50l juta rupiahl tidak 

termasukl tanah danl bangunan tempatl usaha ataul memiliki 

hasill penjualan tahunanl lebih daril 300 jutal rupiah sampail 

dengan palingl banyak 2,5l Miliyar; 

c. Masyarakatl lintas lkelompok, yaitu: 

1) Pekerjal imigran 

2) Pekerja sampingan 

3) Masyarakatl Penyandang Masalahl Kesejahteraan Sosiall 

(PKMS), yaitu anak lterlantar, penyandang disabilitasl berat, 

lanjutl usia, mantanl narapidana danl hutan, masyarakat tinggal 

di daerahl yang tertinggal, perbatasanl pulau-pulaul terluar, 

lpelajar, mahasiswa danl pemuda4 

d. Perempuan dan Ibu Rumah Tangga, perempuan biasanya memiliki 

pendapatan yang lebih rendah, kesempatan kerja yang lebih 

terbatas dibanding laki-laki, dan perempuan memegang peranan 

dalam mengajarkan financial habit kepada anaknya, itu sebabnya 

peningkatan literasil dan inklusil keuangan untukl perempuan danl 

ibu rumahl tangga menjadil lebih penting danl strategis. 

 

5. Indikator Inklusi Keuangan Oleh Fair Finance Guide 

International 

Fair Finance Guide Internasional merupakan jaringan masyarakat 

sipil international yang berupaya memperkuat komitmenl bank danl 

lembaga keuanganl lainnya terhadap strandar lsosial, lingkungan danl hak 

lasasi. Fair Finance Guide Internasional menggunakan metodologi yang 

ketat dalam menilai, melaporkan dan mengkampanyekan kebijakan & 

 
4 Kusumaningtuti S. Soetiono dan Cecep Setiawan, Literasi dan Inklusi keuangan 

Indonesia, (Depok: Rajawali Press, 2018), h. 143.  
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praktik investasi yang bertanggung jawab untuk memungkinkan konsumen 

dan pemegang kebijakan agar mendapatkan investasi yang lebih 

bertanggung jawab secara sosial, adil dan berkelanjutan. 

Berdasarkan metodelogi yang dikembangkan olehl Fair Financel Guide 

Internasional dalaml buku Pemeringkatanl Bank Responsibankl Indonesia, 

terdapatl beberapa indikatorl dalam mewujudkanl inklusi keuanganl 

khususnya padal pengusaha lUMKM. Indikator yangl dikembangkan daril 

tema inklusil keuangan berasall daril berbagai dokumenl kebijakanl 

internasionall seperti 11l Prinsip Kuncil Pembiayaan Usahal Mikro yangl 

dikembangkan olehl The Consultativel Group tol Asist thel Poor (GGAPPl) 

pada saatl G8 Summitl tahun l2004; G20 Financiall Inclusion Actionl Plan; 

Thel Seven Principlel for Investorsl in Inclusivel Finance (PPIFl) yang masihl 

satu barisanl dengan UNl-PRI (Unitedl Nations Principlesl for Responsiblel 

Investement); Mayal Declaration onl Financial Inclusionl oleh Alliencel for 

Financiall Inclusion (AFIl); Financial Inclusionl 2020 (Thel Readmap 

Prinsiplel) dan UNEPl Inquiry onl the Designl of al Sustainable Financiall 

System. 

Indikatorl yang digunakanl untuk menilail apakah bankl ataupun 

lembaga keuangan sudah cukupl inklusif ketikal akan lberinvestasi, 

menjalankan fungsil intermediasinya ataupun memberikanl pinjaman 

kepadal Usaha lMikro, Kecil danl Menengah (UMKMl) adalah: 

a. Lembaga keuanganl memiliki lkebijakan, layanan, danl produk yangl 

secara khususl menargetkan kelompokl miskin danl marginal; 

b. Lembaga keuanganl memiliki cabangl pedesaan, tidakl hanya dil 

perkotaan 

c. Lembagal keuangan memberikanl layanan keuanganl tanpa kantorl 

cabang, layananl non-tunail (e-moneyl) dan layananl perbankan 

melaluil telpon lseluler; 

d. Proporsi disalurkanl lembaga keuanganl untuk UMKMl di atasl 10% 
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e. Lembagal keuangan tidakl memerlukan agunanl untuk pinjmanl 

UMKM; 

f. Lembagal keuangan memilikil kebijakan untukl mengungkapkan 

hakl klien, danl risiko produkl atau jasal (termasuk risikol lebih 

hutangl) yang ditawarkanl kepada klienl dengan tingkatl melek hurufl 

yang rendahl dan lUMKM; 

g. Syarat danl kondisi lembagal keuangan disediakanl untuk klienl 

dalam bahasal nasional/llokal; 

h. Lembaga keuanganl memiliki kebijakanl untuk meningkatkanl 

literasi finansiall kepada kelompokl berpenghasilan lrendah, 

marginal danl UMKM 

i. Lembagal keuangan tidakl mengutip biayal dari klienl untuk 

membukal rekening bankl dasar ataul mengutip biayal yang tidakl 

masuk lakal; 

j. Lembaga keuanganl tidak menetapkanl saldo minimuml untuk 

menjagal rekening lbank; 

k. Lembagal keuangan memilikil standar danl memberikan informasil 

tentang waktul pemrosesan lkredit; 

l. Lembaga keuanganl memiliki produkl keuangan yangl tepat, 

terjangkaul dan nyamanl untuk mengiriml atau menerimal kiriman 

uangl dari dalaml negeri melaluil sebuah lakun; 

m. Lembagal keuangan memberikanl pembiayaan perumahanl bagi 

masyarakatl berpenghasilan lrendah.5 

Daril ketiga belas indikator yang dikembangkan oleh Fair Finance 

Guide Internasional untuk mengukur apakah bank atau lembaga keuangan 

telah inklusif dalam menjalankan perannya, yaitu intermediasi ataupunl 

memberikan pembiayaan kepadal Usaha lMikro, Kecil danl Menengah 

(UMKMl), maka Peneliti memilih 7 indikator yang paling sesuai dan 

 
5 Rotua Nuraini Tampubolon, dkk, Peran Perbankan Menuju Keuangan Inklusif Di 

Indonesia (Studi Kasus Penyaluran Kredit Usaha Mikro Melalui Program Kemitraan Kampoeng 

BNI Batik Tulis Lasem oleh Bank BNI 46), ( Jakarta: Perkumpulan Prakarsa-Koalisis Respon Bank 

Indonesia, 2017), h. 21-22. 
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mendekati dengan pemasalahan yang dikaji oleh peneliti. Hal ini didasari 

karena keterbatasan Peneliti dan juga lokasi penelitian yang berupa 

Lembaga Keuangan Mikro. Ke-tujuh indikator tersebut adalah sebagai 

berikut: 

a. Lembaga Keuanganl memiliki lkebijakan, layanan danl produk yangl 

dikususkan untuk masyarakatl miskin danl kelompok lmarginal; 

b. Lembaga keuangan memiliki cabang di pedesaan; 

c. Lembaga keuanganl memiliki kebijakanl untuk mengungkapkanl 

hak lklien, dan risikol produk ataul jasa (termasukl risiko lebihl 

hutang) yangl ditawarkan kepadal klien denganl tingkat melekl huruf 

yangl rendah danl UMKM; 

d. Syaratl dan kondisil lembaga keuanganl disediakan untukl klien 

dalam bahasal nasional/llokal; 

e. Lembaga keuanganl membebankan biaya yang sangat rendah 

f. Lembaga keuanganl memiliki kebijakanl untuk meningkatkanl 

literasi finansiall kepada kelompokl berpenghasilan lrendah, 

marginal dan UMKMl 

g. Lembagal keuangan tidakl memerlukan agunan untuk pinjman 

UMKM; 

B. Pembiayaan Murabahahl 

1. Pengertianl Pembiayaan Murabahah 

Akadl Murabahahl adalahl akad pembiayaanl suatul barangl dengan 

menegaskanl hargal belinyal kepada pembelil danl pembelil membayarnya 

denganl hargal yangl lebih sebagail keuntunganl yangl disepakati. 

Murabahahl berasal daril kata ribhul (keuntungan) karenal dalam transaksil 

jual belil bank menyebutl jumlah keuntungannyal (margin/markl up). Bankl 

bertindak sebagail penjual, sementaral nasabah sebagail pembeli. Hargal jual 

adalahl harga belil bank daril pemasok ditambahl keuntungan. Kedual belah 

pihakl harus menyepakatil harga juall dan jangkal waktu lpembayaran. Harga 
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juall dicantumkan dalaml akad juall beli danl jika telahl disepakati tidakl 

dapat berubahl selama berlakunyal akad.6 

Sudiarti, dalaml bukunya Fiqih Muamalah Kontemporer menjelaskan, 

Murabahah berasall dari katal ribhun yangl berarti untungl atau 

lkeuantungan. Jadi murabahahl berarti salingl menguntungkan. Denganl 

demikian murabahahl adalah juall beli barangl pada hargal asal denganl 

tambahan keuntunganl yang ldisepakati. Dalam istilahl teknis perbankanl 

Syariah, murabahahl ini diartikanl sebagai suatul perjanjian yangl disepakati 

antaral Bank Syariahl dengan lnasabah, dimana Bankl menyediakan 

pembiayaanl untuk pembelianl bahan bakul atau modall kerja lainnyal yang 

dibutuhkanl nasabah, yangl akan dibayarl kembali olehl nasabah sebesarl 

harga juall bank (hargal beli bankl + margin keuntunganl) pada waktul yang 

lditetapkan.7 

Murabahahl adalah akadl jual belil barang denganl menyatakan hargal 

perolehan danl keuantungan (margin) yangl disepakati olehl penjual danl 

pembeli. Akadl ini merupakanl salah satul bentuk certainly contract karenal 

dalam murabahahl ditentukan berapal required ratel of profitl (keuntungan 

yangl ingin diperolehl), murabahah dapatl dilakukan berdasarkanl pesanan 

ataul tanpa lpesanan.8 

Dalam lMurabahah, penjual harusl memberitahu hargal produk yangl dia 

beli danl menentukan suatul tingkat keuntunganl sebagai ltambahannya. 

Kedua belahl pihak membuatl kesepakatan mengenail harga barang tersebutl 

serta kemungkinanl harga asall pembelian yangl sekiranya masih sanggupl 

ditanggung oleh lpemesan. Kemudian, kedua belahl pihak menyepakatil 

nominal keuntungan ataul tambahan yangl harus dibayarl oleh lpemesan. 

 
6 DR Andi Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 

74.  

 
7 Dr. Sri Suadiarti, M.A, Fiqh Muamalah Kontemporer, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 

2018), h. 100.  

 
8 Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, M.E.I, Manajaemen Pembiayaan Bank Syariah, 

(Universitasn Islam Negeri Sumatera Utara: FEBI UIN-SU Press, 2018), h. 2.  
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Proses juall-beli akanl sah dilakukanl oleh keduanya setelahl barang tersebutl 

berada dil tangan lpemesan. 

Murabahahl adalah akadl jual lbeli, dimana penjuall memiliki kewajiban 

untuk memberitahukan hargal pokok dari barang yang diperjual belikan 

ditambah margin keuntungan. Dalam hal pembiayaan di Bank Syariah, 

Bank Syariah bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. 

Pembayaran yangl akan dilakukan olehl nasabah dapatl dilakukan secaral 

tunai ataupun dicicil. 

Pembiayaan Murabahah didasari firman Allahl SWT dalaml Surah Al-

Baqarahl ayat l275: 

ينَ  اْ يَأۡكُلوُنَ  ٱلّذِّ بَوَٰ يلََ يَقُومُونَ إِّلَّ كَمَا يَقُومُ  ٱلر ِّ نُ يَتخََبّطُهُ  ٱلّذِّ نَ  ٱلشّيۡطََٰ ۚ مِّ   ٱلۡمَس ِّ

لِّكَ بِّأنَهُّمۡ قَالوُٓاْ إِّنمَّا 
ثۡلُ  ٱلۡبَيۡعُ ذََٰ اْه مِّ بَوَٰ اْۚ وَحَرّمَ  ٱلۡبَيۡعَ  ٱلّلُ وَأحََلّ  ٱلر ِّ بَوَٰ   ۥفمََن جَاءَٓهُ  ٱلر ِّ

ن رّب ِّهِّ  ظَةٞ م ِّ ئِّكَ  ٱلّلِّه إِّلىَ  ۥٓمَا سَلَفَ وَأمَۡرُهُ  ۥفَلَهُ  ٱنتهََىَٰ فَ  ۦمَوۡعِّ
ٓ  وَمَنۡ عَادَ فَأوُْلََٰ

بُ  لِّدُونَ  ٱلنّارِّه أصَۡحََٰ   ٢٧٥هُمۡ فِّيهَا خََٰ

lArtinya: 

“Orangl-orangl yang makanl (mengambill) ribal tidak dapatl berdiril 

melainkanl seperti berdirinyal orangl yangl kemasukan syaitanl lantaranl 

(tekananl) penyakit lgila. Keadaanl merekal yang demikianl litu, adalahl 

disebabkan merekal berkatal (berpendapatl), sesungguhnya juall belil itul 

sama denganl lriba, padahall Allah telahl menghalalkanl juall beli danl 

mengharamkanl lriba. Orang-orangl yangl telahl sampai kepadanyal laranganl 

daril Tuhannya, lalul terusl berhentil (dari mengambill ribal), makal baginya 

apal yangl telahl diambilnya dahulul (sebeluml datangl larangan); danl 

urusannya (terserahl) kepada lAllah. Orang yangl kembali (mengambill 

riba), makal orang itul adalah penghunil-penghuni lneraka; mereka kekall di 

ldalamnya.” (Q.Sl Al-lBaqarah:02:275l) 
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Dalaml penyaluran pembiayaanl berdasarkan akadl murabahah, 

Undangl-Undang Perbankanl Syariah memberikanl penjelasan bahwal yang 

dimaksudl dengan akadl murabahah adalahl akad pembiayaanl suatu barangl 

dengan menegaskanl harga belinyal kepada pembelil dan pembelil 

membayarnya denganl harga yangl lebih sebagail keuntungan yangl 

disepakati.9 

Secara prinsip pembiayaan murabahahl merupakan saluranl dana bankl 

Syariah denganl cepat danl mudah, dimanal bank Syariahl mendapat lprofit, 

yaitu marginl dari pembiayaanl serta mendapatkanl fee basedl in come, 

sementara bagil nasabah, pembiayaanl murabahah inil merupakan alternatifl 

pendanaan yangl memberikan keuntunganl kepada nasabahl dalam bentukl 

membiayai renovasil bangunan, pembelianl kendaraan, sepertil pembelian 

mesinl produksi danl pengadaan barangl lainnya. Mekanismel pembiayaan 

murabahahl adalah penyediaanl dana ataul tagihan yangl dapat 

dipersamakanl dengan itul untuk transaksil jual belil suatu barangl sebesar 

hargal pokok ataul perolehan ditambahl dengan mewajibkanl nasabah untukl 

melunasi utangl atau membayarl tagihan sesuail akad dimanal sebelumnya 

bank menginformasikanl harga perolehanl kepada lpembeli.10 

2. Rukun dan Syarat Murabahah 

Rukunl dalam melaksanakan pembiayaan Murabahahl adalah: 

a. Pihakl yangl berakadl 

1) Penjuall 

2) Pembelil 

b. Objekl yang diakadkanl 

1) Barangl yang diperjualbelikanl 

 
9 A. Wangsawidjaja Z, Pembiayaan Bank Syariah, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 

2012), h. 200.  
10 Tri Setiady, Pembiayaan Murabahah Dalam Perfektif Fiqih Islam, Hukum Positif dan 

Hukum Syariah, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, (Universitas Lampung, 2014), Vol. 8, No. 3, h. 

8.  
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2) Hargal 

c. Shighatl atau ijabl dan qabull 

1) Serah (ijabl) 

2) Terima (qabull) 

Dalam melakukan pembiayaan Murabahahl terdapat syarat-syarat yang 

harus dipenuhi, syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Bankl memberitahu biayal modal kepadal nasabah; 

b. Kontrakl pertama harusl sah; 

c. Kontrakl harus bebasl dari lriba’; 

d. Bankl Syariah harus menjelaskanl setiap cacatl yang terjadil sesudah 

pembelianl dan harusl membuka semual hal yangl berhubungan 

denganl cacat; 

e. Bankl Syariah harus membukal semua ukuranl yang berlakul bagi 

hargal pembelian, mislanya jikal pembelian dilakukanl secara 

lhutang; 

Jika syaratl dalam la, d ataul e tidakl dipenuhi, pembelil memiliki lpilihan: 

a. Melanjutkanl pembelianl seperti apal ladanya; 

b. Kembalil kepadal penjual danl menyatakanl lketidaksetujuan; 

c. Membatalkan kontrakl 

3. Skema Pembiayaan Murabahah 

Skema merupakan suatu sistem yang bersifat konseptual untuk 

memahami sesuatu, skema juga dapat berarti padanan dari sebuah bagan 

atau rangka-rangka atau rancangan. Skemal pembiayaan Murabahahl 

adalah sebagai lberikut: 
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Gambar 2.2 

Skema Pembiayaan Murabahah pada BMT 

lKeterangan: 

1. Pihakl BMT danl nasabah melakukanl negosiasi tentangl rencana 

transaksil jual belil yang akanl dilaksanakan, negosiasil meliputi 

barangl yang akanl dibeli, kualitasl barang danl juga harga juall 

barang; 

2. Pihakl BMT melakukanl akad juall beli denganl nasabah, dimanal 

BMT sebagail penjual danl nasabah sebagail pembeli, pada tahap 

inilah ditetapkan bayang yang menjadil objek juall beli yangl telah 

dipilihl oleh nasabahl dengan harga juall beli; 

3. Dengan akad yangl telah dilaksanakan antaral pihak BMT danl 

nasabah, kemudian pihakl BMT membelil barang daril supplier 

(penjuall). Pada tahap ini barang yang dibeli oleh pihak BMT 

adalah barang yang sesuai denganl keinginan nasabahl yang telahl 

tertuang dalaml akad; 

4. Supplierl mengirimkan barangl kepada nasabahl atas perintahl dari 

pihak lBMT; 

5. Nasabahl menerima barangl dari Supplierl dan menerimal dokumen 

kepemilikan barangl tersebut; 
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6. Setelahl menerima barangl dan ldokumen, maka nasabahl melakukan 

pembayaranl secara angsuran kepada pihak BMT. 

Fitur dan mekanisme pembiayaan Murabahah adalahl sebagai lberikut: 

a. Bankl bertindakl sebagail pihak penyedial dana dalaml kegiatanl 

transaksil murabahah denganl lnasabah; 

b. Bankl dapatl membiayail sebagian ataul seluruhl hargal pembelian 

barangl yangl telahl disepakati lkualifikasinya; 

c. Bankl wajibl menyediakanl dana untukl merealisasikanl penyediaanl 

barang yangl dipesanl lnasabah; 

d. Bankl dapatl memberikanl potongan dalaml besaranl wajarl dengan 

tanpal dijanjikan dil muka.11 

C. Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) 

1. Pengertian UMKM 

Dalaml dunia lusaha, skalal usaha dapat dibedakanl menjadi usahal 

mikro, usahal kecil dan usahal menengah atau yang biasa disebut dengan 

UMKM. Padal umumnya, jenisl usaha inil erat berkaitanl dengan kategoril 

masyarakat menengahl ke lbawah. Keberadaan usahal mikro, dalaml 

perekonomian Indonesial memiliki sumbangsih yangl sangat lpositif, 

diantaranya dalaml menciptakan lapanganl kerja, menyediakanl barang danl 

jasa, sertal pemerataan usahal untuk mendistribusikanl pendapatan lnasional. 

Dengan peranl usaha mikrol tersebut, posisil UMKM dalaml pembangunan 

ekonomil menjadi sangatl penting.  

Usaha lMikro, Kecil danl Menengah adalahl kegiatan usaha yang 

berskalal kecil danl memiliki profit atau keuntungan serta mendorong 

pergerakan pembangunan perekonomian di Indonesia.  

UMKM adalahl unit usahal produktif yangl berdiri lsendiri, yang 

dilakukanl oleh orangl-perorangan ataul badan usahal di semual sektor. Padal 

 
11 DR Andi Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2017), 

h. 75.  
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prinsipnya, pembedaanl antara Usahal Mikro (UMIl), Usaha Kecill (UK), 

Usahal Menengah (UMl), dan Usahal Besar (UBl) umumnya didasarkanl 

pada nilail aset awall (tidak termasukl tanah danl bangunan), omsetl rata-ratal 

per ltahun, atau jumlahl pekerja ltetap.12 

Menurut Pasal 1 Undangl-Undang Nomorl 20 tahunl 2008l tentang 

Usahal lMikro, Kecill dan lMenengah, UMKM didefinisikanl sebagail 

berikut: 

a. Usahal Mikrol adalah usahal produktifl milikl perorangan 

danl/ataul badanl usaha peroranganl yangl memenuhil kriteria 

Usahal Mikrol sebagaimanal diatur dalaml Undangl-Undangl ini 

b. Usahal Kecill adalahl usaha ekonomil produktifl yangl berdiri 

lsendiri, yangl dilakukanl oleh orangl-peroranganl ataul badan 

usahal yangl bukanl merupakan anakl perusahaanl ataul bukan 

anakl cabangl perusahaanl yang ldimiliki, ldikuasai, ataul menjadi 

bagianl baikl langungl maupun tidakl langsungl daril Usaha 

Menengahl ataul Usahal Besar yangl memenuhil kriterial Usaha 

Kecill sebagaimanal dimaksudl dalam Undangl-Undangl inil  

c. Usahal Menengahl adalah usahal ekonomil produktifl yang 

berdiril lsendiri, yangl dilakukan olehl orangl-peroranganl atau 

badanl usahal yangl bukan merupakanl anakl perusahaanl atau 

bukanl anak cabangl perusahaanl yangl dimiliki, ldikuasai, atau 

menjadil bagian baikl langsung maupunl tidak langsungl dengan 

Usahal Kecil ataul Usaha Besarl dengan jumlahl kekayaan bersihl 

atau hasill penjualan tahunanl sebagaimana diaturl dalam 

Undangl-Undang lini. 

d. Usahal Besarl adalah usahal ekonomil produktifl yang dilakukanl 

olehl badanl usaha denganl jumlahl kekayaanl bersih ataul hasill 

penjualanl tahunan lebihl besarl daril Usaha lMenengah, yangl 

 
12 Tulus Tambunan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting, 

(Jakarta: LP3ES,  2012), h. 11.  
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meliputil usaha nasionall milik negaral atau lswasta, usaha 

lpatungan, dan usahal asing yangl melakukan kegiatanl ekonomi 

dil Indonesia 

e. Dunia Usahal adalah Usahal Mikro, Usahal Kecil, Usahal 

Menengah danl Usaha Besarl yang melakukanl kegiatan 

ekonomil di Indonesial dan berdomisilil di lIndonesia.  

Rasulullah SAW memerintahkan kepadal umatnya untukl bekerja, 

bahwa setiapl pekerjaan manusial akan terusl dilihat olehl Allah danl Rasul-

Nyal sebagai amalanl yang dipertanggungl kepada akhir lzaman.13Dalam 

ekonomi Islam, UMKMl merupakan suatu kegiatanl dari usahal manusia 

untukl hidup atau lberibadah, menuju kesejahteraanl baik di dunia maupun 

di akhirat 

Dalam kitab Tafsir Al-Misbah yang dibuat oleh Quraish Shihab 

menerangkan bahwa Allah telah menundukkan bumi sehingga 

memudahkan manusia untuk menjelajahi bumi dan mencari rezeki dari apa 

yang dikeluarkan oleh bumi. Allah berfirman dalam surah Al-Mulk ayat 

15: 

ي هُوَ  زۡقِّهِّ  ٱمۡشُواْ ذَلوُلَٗ فَ  ٱلۡۡرَۡضَ جَعلََ لَكُمُ  ٱلّذِّ ن ر ِّ بِّهَا وَكُلُواْ مِّ وَإِّلَيۡهِّ  هۦ فِّي مَنَاكِّ

  ١٥ ٱلنُّشُورُ 

 Artinya: 

“Dialahl Yang menjadikanl bumi itul mudah bagil kamu, makal 

berjalanlah dil segala penjurunyal dan makanlahl sebahagian daril rezeki-

lNya. Dan hanyal kepada-Nyal-lah kamul (kembali setelahl) dibangkitkan” 

(QS. Al-lMulk: (67):15) 

2. Kriteria UMKM  

 Dalaml perekonomian lIndonesia, UMKM merupakanl kelompok usahal 

yang memilikil jumlah palingl besar danl terbukti tahanl terhadap berbagail 

 
13 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Transiterasi Perkata dan 

Terjemahan, (Jakarta: Cipta Bagus Sagara, 2012), h. 187.  
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macam goncanganl krisis lekonomi. Kriteria usahal yang termasukl dalam 

Usahal Mikro Kecill dan Mengenah telahl diatur dalaml payung lhukum.14  

Berdasarkan Pasal 6 Undangl-Undang Nomorl 20 tahunl 2008 tentangl 

Kriteria UMKM adal beberapa kriterial dalam bentuk permodalan yang 

dipergunakanl untuk mendefinisikanl pengertian danl kriteria Usahal Mikro, 

Kecill dan lMenengah, yaitu sebagai lberikut: 

1) Kriterial Usaha Mikrol adalah sebagail berikut: 

i. Memiliki kekayaanl bersih palingl banyak lRp. 

l50.000.000,00l (lima puluhl jutal rupiahl) tidak termasukl 

tanahl danl bangunan tenpat lusaha; ataul 

ii. Memilikil hasill penjualan tahunanl palingl banyakl Rp. 

l300.000.000,00l (tiga ratusl juta rupiahl). 

2) Kriterial Usaha Kecill adalah sebagail berikut: 

i. Memiliki kekayaanl bersih lebihl dari lRp. 50.000.000,00l 

(lima puluhl juta rupiahl) sampai denganl paling banyakl Rp. 

l500.000.000,00l (limal ratus jutal rupiahl) tidakl termasuk 

tanahl danl bangunanl tempat lusaha: ataul 

ii. Memilikil hasill penjualan tahunanl lebihl daril Rp. 

l300.000.000,00l (tigal ratusl juta rupiahl) sampail denganl 

paling banyakl Rp. l2. 500.000.000,00l (dual miliar limal 

ratusl jutal rupiah) 

3) Keriteria Usahal Menengahl adalahl sebagai lberikut: 

i. Memilikil kekayaaan bersih lebihl dari lRp. 500.000.000,00l 

(lima ratusl juta rupiahl) sampai denganl paling banyakl Rp. 

l10.000.000.000,00 (sepuluhl miliarl rupiah) tidakl termasukl 

tanahl dan bangunanl tempatl lusaha; atau 

ii. Memilikil hasill penjualan tahunanl lebihl daril Rp. l2. 

l500.000.000, 00l (dua miliarl limal ratusl juta rupiahl) sampail 

 
14 Sudaryanto, Ragimun dan Rahma Rina Wijayanti, Startegi Pemberdayaan UMKM 

Menghadapi Pasar Bebas Asean, Acedemia Acelerating The World’s Research, (Lovebird 

University: 2013), h. 6.   
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denganl paling banyakl Rp. l50.000.000.000,00l (lima puluhl 

miliar rupiahl).  

Menurut Keputusanl Menteri Keuanganl No. 40l/KMK.06l/2003 tanggall 

29 Januaril 2003: 

a. Ciril Usaha lMikro: 

1) Jenisl barangl/komoditil usahanya tidakl selalul ltetap, sewaktu-

waktul dapatl lberganti; 

2) Tempatl usahanyal tidakl selalu lmenetap, sewaktu-waktul dapat 

berpindahl tempat; 

3) Beluml melakukan administrasil keuangan yangl sederhanal 

lsekalipun, dan tidakl memisahkanl keuanganl keluarga denganl 

keuanganl usaha; sumberl dayal manusianyal (pengusahanya) 

belum memilikil jiwal wirausahal yang memadail 

4) Tingkat Pendidikanl rata-ratal relatif lrendah; 

5) Umumnya, beluml terhubung atau memiliki aksesl kepada 

perbankan, namunl sebagian daril pelaku usahanya sudah 

memilikil akses kel lembaga keuanganl non lbank; 

6) Umumnya tidakl memiliki izin usahal atau persyaratanl legalitas 

lainnyal termasuk lNPWP. 

b. Ciri-ciri Usaha Kecill 

1) Jenisl barang/komoditil yang diusahakannya umumnyal sudah 

tetapl dan tidak mudah lberubah; 

2) Lokasil/tempat usahal umumnya sudahl menetap danl tidak 

berpindahl-pindah; 

3) Padal umumnya sudahl melakukan administrasi keuanganl walau 

masihl sederhana, keuanganl perusahaan sudahl mulai 

dipisahkan denganl keuangan keluargal dan sudah membuatl 

necara usaha; 

4) Sudahl memiliki izin usahal dan persyaratanl legalitas lainnya 

termasukl NPWP; 
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5) Sumberdaya manusial (pengusaha) memiliki pengalamanl dalam 

lberwirausaha; 

6) Sebagianl dari pelaku usahal kecil sudah memilikil akses 

perbankanl dalam hall keperluan lmodal; 

7) Sebagianl besar dari pelaku usaha kecil belum dapat l membuat 

manajemenl usaha (business planning) denganl baik. 

c. Ciril-ciri usahal lmenengah: 

1) Padal umumnyal telah memilikil manajemenl danl organisasi 

yangl lebihl lbaik, lebih lteratur, lebihl lmodern, dengan 

pembagianl tugasl yangl jelas antaral llain, bagianl keuangan, 

bagianl pemasaranl danl bagian lproduksi; 

2) Telahl melakukanl manajemen keuanganl denganl menerapkanl 

sistem akuntansil denganl lteratur, sehingga memudahkanl untukl 

melakukanl auditing danl penilaianl ataul pemeriksaan termasukl 

olehl lperbankan; 

3) Telahl melakukanl aturan ataul pengelolaanl danl organisasi 

lperburuhan, ljamsostek, danl pemeliharaan lkesehatan; 

4) Sudah memilikil segala persyaratanl legalitas antaral lain izinl 

tetangga, izinl usaha, izinl tempat, lNPWP, upaya pengelolaanl 

lingkungan; 

5) Sudahl memiliki akses terhadap sumberl-sumber pembiayaan di 

lperbankan; 

6) Padal umumnyal telah memilikil sumberl dayal manusia yangl 

terlatihl danl terdidik. 

Dalam lIslam, telah diaturl tata caral bersosialisasi antarl manusia, 

hubungannyal dengan lAllah, aturan mainl yang berhubunganl dengan 

hukuml (halal-haraml) dalam setiapl aspek kehidupanl termasuk aktivitasl 

bisnis, agarl seorang musliml dapat selalul menjaga perilakunyal dan tidakl 

terjerumus kel dalam lkesesatan. Berikut adalahl karakteristik Usahal Mikro 

menurutl Perspektif ekonomil Islam: 
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a. Usahal mikro pengaruhnya bersifatl Ketuhanan/Ilahiahl (nizhanum 

rabbaniyyun), mengingatl dasar-dasarl pengaturan yang tidakl 

diletakkan olehl manusia, akanl tetapi didasarkanl pada aturanl-

aturan yangl ditetapkanl Allahl SWT sebagaimanal terdapatl dalaml 

Al-Qur’anl danl Asl-Sunnah; 

b. Usahal mikro berdimensil akidah ataul keakidahanl 

(iqtishadunaqdiyyun), mengingatl ekonomil Islaml itu padal 

dasarnyal terbitl atau lahirl (sebagail ekspresil) dan akidahl Islamiahl 

(al-aqidahl all-islamiyyah) yangl didalamnya akanl dimintakan 

pertanggungl-jawaban terhadapl akidahl yang ldiyakininya. 

c. Berkarakterl ta’abbudil (thabi’abbdiyun), mengingatl Usaha Mikrol 

Islam itul merupakan tatal aturan yangl berdasarkan ketuhanan 

(nizam Rabbanil) 

d. Terkaitl erat denganl akhlak (murtabhun bill-akhlak), Islam tidakl 

pernah memprediksil kemungkinan adal pemisahan antaral akhlak 

danl ekonomi, jugal tidak pernahl melakukan pembangunanl 

ekonomi dalaml lindungan Islaml yang tanpal akhlak 

e. Elastis (all-muranah) didasarkan padal kenyataan bahwal baik All-

Qur’anl maupun All-Hadist yang keduanyal dijadikan sebagail 

sumber asasil ekonomi 

f. Objektifl (almaudhu, iyyah), Islaml mengajarkan umat supayal 

berlaku danl bertindak objektifl dalam melakukanl aktivitas 

lekonomi. Aktivitas ekonomil pada hakikatnyal merupakan 

pelaksanaanl amanat yangl harus dipenuhil oleh setial pelaku 

ekonomil tanpa membedal-bedakan jenisl kelamin, warnal kulit, 

suku, agama/kepercayaanl dan lainl-lain. 

g. Realistisl (al-waqii’yyah), perkiraan (forcastingl) ekonomi 

khususnyal perkiraan bisnis tidakl selamanya sesuail antara teoril di 

satul sisi denganl praktik pada sisil yang lain 
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h. Hartal kekayaan itul hakikatnya adalah milikl Allah SWT. Dalaml 

prinsip hidup inil terkandung maksudl kepemilikan orang terhadapl 

harta kekayaanl (al-amuwal) tidaklahl bersifat mutlakl 

i. Memilikil kecapakan dalam mengelolal harta kekayaanl (Tasyid 

istikhdalam-mal)  

Usahal Kecil danl Menengah padal dasarnya bisal dianggap samal jika 

dilihat dari ciri-ciri dan keriteria umum, yaitu: 

a. Strukturl organisasi yangl sangat lsederhana; 

b. Tanpal staff yangl berlebihan; 

c. Bagianl kerja yangl “kendur”; 

d. Memilikil hirarki manajeriall yang lpendek; 

e. lPerencanaan; 

f. Kuranl membedakan antara pribadil dan lperusahaan. 

3. Peranan UMKM 

Bisnis merupakanl sektor yangl sangat berperan bagil roda 

perekonomian Indonesial sebagai negara berkembang. Sektor UMKMl 

menjadi sektor usaha yangl banyak mendapatkan perhatian, peran UMKM 

dalam membangun perekonomian menjadi sangat penting.  

Pada lawalnya, keberadaan UMKMl dianggap sebagail sumber pentingl 

dalam penciptaanl kesempatan kerjal dan motorl penggerak utamal 

pembangunan ekonomil daerah dil pedesaan. lNamun, pada eral globalisasi 

saatl ini danl mendatang, peranl keberadaan UMKMl semakin pentingl yakni 

sebagail salah satul sumber devisal ekspor nonl-migas lIndonesia.  

Peran UMKMl juga telahl teraktualisasi padal masa krisisl hingga lkini. 

Keberadaan UMKMl sebagai salah satu sektor penggerakl utama ekonomil 

Indonesia. Terutamal ketika Indonesia sedang mengalami krisisl investasi 

danl pengeluaran pemerintahl yang sangat lterbatas, pada saatl itu peranl 

UMKM sebagail bentuk ekonomil rakyat sangatl besar. Daril sisi 

sumbangannyal terhadap PDB di tahun 2018 adalah sekitar 61,1% dengan 
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jumlah pelaku sebanyak 64,2 juta atau 99,99% dari jumlah pelaku usaha di 

Indonesia, dan sisanya hanya sebesar 38,9% yang disumbangkan oleh 

pelaku Usaha Besar terhadap PDB. UMKM menyerap 117 juta pekerja 

atau 97% dari daya serap tenaga kerja dunia usaha. 

Beberapa peranan UMKM dalam membangun perekonomian nasional 

adalah sebagai berikut: 

a. Menyediakan lapangan pekerjaan 

Saat lapangan kerja yang semakin sempit dan angka pengangguran 

yang semakin meningkat pesat, UMKM mampu berperan aktif dalam 

menekan angka pengangguran dengan membuka luas lapangan 

pekerjaan. Menurut data dari BPS yang dilansir dari Kompas.com 

ditahun 2018, UMKM menyerap sebanyak 117 juta pekerja atau 97% 

dari daya serap tenaga kerja dunia usaha, dan hanya sebanyak 3% 

pekerja yang diserap oleh korporasi.  

b. Menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat 

Meningkatnya taraf hidup masyarakat sejalan dengan 

meningkatnya kebutuhan akan barang dan jasa. Seperti halnya 

makanan, minuman, jasa transportasi, dan barang lainnya yang 

menjadi kebutuhan masyarakat dan telah disediakan oleh pelaku 

UMKM. Barang dan jasa yang dihasilkan UMKM dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut: 

1) Barang yang sering dibeli, dalam hal ini dikelompokkan 

menjadi: 

a) Alatl pemuas kebutuhanl sehari-haril 

Jenis alatl pemuas kebutuhanl ini padal umumnya 

berupal alat pemuasl kebutuhan yangl dikonsumsi seharil-

hari, denganl harga relatifl murah, banyakl dijual dil berbagai 

daerahl sehingga mudahl untuk lmemperolehnya, serta untukl 

membuat keputusanl pembelian tidakl perlu pertimbanganl 
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yang lrumit. Contoh: garaml dapur, pasti gigi, lsabun, sayur-

sayuran, buahl-buahan, makananl ringan danl lain-llain. Alat 

pemuasl kebutuhan tersebutl pada umumnyal disediakan olehl 

usaha lkecil; 

b) Kebutuhanl kecil 

Kebutuhanl jenis inil merupakan jenisl kebutuhan 

yangl dibeli masyarkatl tanpa melakukanl perencanaan 

terlebihl dahulu. Konsumenl dengan sertal merta membelil 

alat pemuasl kebutuhan tersebutl karena diperlukanl secara 

tibal-tiba. lContoh: buku-bukul ukuran kecill (buku sakul), 

permen, tisul yang dipajangl di etalasel depan kassal sebuah 

toko; 

c) Kebutuhanl darurat 

Jenis alatl pemuas kebutuhanl ini dibelil konsumen 

karenal situasi daruratl (emergency). Konsumenl seakan-

akanl dipaksa untukl membeli alatl pemuas kebutuhanl 

tersebut agarl tetap lberaktivitas. Contoh: jasl hujan yangl 

dijual pedagangl kaki limal yang dibelil oleh paral 

pengendara sepedal motor saatl sedang hujanl agar tetapl 

dapat melanjutkanl perjalanan. 

2) Barangl yang jarangl dibeli 

Pada umumnyal kebutuhan jenisl ini memiliki harga relatifl 

tinggi, hanya ada di lokasi tertentu, konsumen jarangl 

melakukan lpembelian, pengetahuan konsumenl terhadap 

barangl jasa inil realif terbatas, sertal keputusan pembeliannyal 

memerlukan pemikiran yangl cukup pelik. lContoh: barang 

elektronikl dan furniture. 

3) Barangl khusus 

Barangl khusus adalahl barang yangl memiliki sifatl atau 

karakteristikl unik. Hargal barang khususl pada umumnyal 

mahal, konsumennyal hanya berasall dari kalanganl tertentu. 
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Bagil sebagian orangl keputusan pembeliannyal dinilai 

cenderungl emosional danl tidak lrasional. Contoh: koleksil 

buku-bukul cetakan lamal yang sudahl tidak dicetakl lagi, koleksil 

mata uangl yang sudahl tidak beredarl lagi, bendal seni, bendal 

peninggalan lsejarah, barang lantik, senjata tradisionall dan lainl-

lain.15 

c. Mengurangil urbanisasi 

Urbanisasil adalah perpindahanl penduduk daril desa kel kota. 

Banyakl orang yangl pindah kel kota tanpal dibekali pengetahuanl dan 

ataul keterampilan yangl memadai. Merekal hanya dibekalil tekad utukl 

mengadu peruntunganl di lkota. Pada lumumnya, mereka terpengaruhl 

oleh saudaral atau tetanggal yang berhasill setelah tinggall di lkota. 

Kenyataan seringl terjadi lainl dari harapanl semula. Sesampainyal di 

kotal banyak yangl semakin lterpuruk. Kehidupannya dil kota lebihl 

menderita dibandingkanl sewaktu hidupl di ldesa. Maka denganl 

banyaknya usahal skala kecill yang didirikanl sampai kel pelosok desal 

akan mengurangil kecenderungan untukl pindah kel kota.16 

d. Menunjukkan citra diri bangsa Indonesia 

Usaha kerajinan khas daerah-daerah di Indonesia 

mempertunjukkan jati diri bangsa Indonesia secara global adalah 

wujud peran UMKM. 

4. Jenis dan Macam UMKM Di Indonesia 

UMKM merupakan usaha dengan nilai pendapatan negara yang tinggi. 

Di Indonesia beberapa kelompok usaha yang dijalani oleh adalah sebagai 

berikut: 

 
15 R.W. Suparyanto, Kewirausahaan Konsep dan Realita pada Usaha Kecil, (Bandung: 

ALFABETA, 2016), h. 32.  

 
16 Ibid., h. 38.  
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a. UMKM Kuliner, merupakan jenis UMKM yang paling diminati 

oleh para pelaku usaha, walaupun jenis usaha ini cenderung 

mengikuti perkembangan jaman, namun jenis usaha ini tetap 

menjadi yang paling diminati. Karena, makanan adalah salah satu 

kebutuhan pokok manusia; 

b. UMKM Digital, merupakan jenis UMKM yang bergerak pada 

bidang digital dan berhubungan langsung dengan internet. UMKM 

jenis ini berkembang pesat di kalangan milenial. Sebagai contoh: 

pembuatan website, domain website dan lain sebagainya; 

c. UMKM Agribisnis, merupakan jenis UMKM yang bergerak pada 

sektor pertanian dan peternakan, sebagai contoh: usaha sayur 

organik.  

Berdasarkan perkembangannya, UMKM dikelompokkan sebagai 

berikut: 

a. Livelihoodl Activities, merupakanl Usaha Kecill Menengah yangl 

digunakan sebagail kesempatan kerjal untuk mencaril nafkah, yangl 

lebih umuml dikenal sebagail sektor linformal. Contohnya pedagangl 

kaki llima; 

b. Microl Enterprise, merupakanl Usaha Kecil Menengahl yang 

memilikil sifat pengerajin tetapil belum memilikil staff 

lkewirausahaan; 

c. Smalll Dynamicl lEnterprise, merupakan Usahal Kecill Menengahl 

yang telahl memilikil jiwal kewirausahaan danl mampul menerimal 

pekerjaan subkontrakl danl lekspor; 

d. Fastl Movingl lEnterprise, merupakan Usahal Kecill Menengahl yang 

telahl memilikil jiwal kewirausahaan dalan melakukanl transformasi 

menjadil Usaha Besarl (UB).17 

 
17 Sudaryanto, Ragimun dan Rahma Rina Wijayanti, Startegi Pemberdayaan UMKM 

Menghadapi Pasar Bebas Asean, Acedemia Acelerating The World’s Research, (Lovebird 

University: 2013), h. 7. 
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Berdasarkan proses bisnisnya, UMKM dapat dibedakan menjadi: 

a. UMKM Produksil barang (produksil) adalah jenisl usaha yangl 

memperoduksi barangl dengan mengubahl bahan mentahl menjadi 

bahanl jadi danl melakukan penjualanl atas barangl yang ldiproduksi; 

b. UMKM Penyedial Jasa (jasal) adalah jenisl usaha yangl 

menyediakan jasal layanan danl melakukan penjualanl barang; 

c. UMKM Penjualanl barang (ritell) adalah jenisl usaha yangl 

melakukan penjualanl barang.18 

Jenis-jenisl Usaha Kecill dan Menengahl di Indonesial dari segil 

kelembagaan ekonomil sektoral terdiril dari: 

a. Sektor koperasil 

b. Sektor negaral 

c. Sektor swastal yang terdiril dari Perseroanl Terbatas, Perseroanl 

Komanditer, lFirma, Usaha Perseoranganl dan Perusahaanl 

Internasional.19 

5. Indikator Perkembangan Usahal UMKM 

Perkembanganl usaha adalahl suatu bentukl usaha kepadal usaha itul 

sendiri agarl dapat berkembangl menjadi lebihl baik lagil untuk mencapai 

tujuan dan kesuksesan usaha tersebut. Perkembangan usaha merupakan 

suatu keadaan terjadinya peningkatan omset penjualan.20 

Kinerja usaha secara umuml dan keunggulanl kompetitif menjadi tolakl 

ukur tingkatl keberhasilan danl perkembangan perusahaanl kecil. Menurut 

 
18 Ali Fauzi dan Yeffry Handoko Putra, Analisa dan Perancangan Model Umum 

Enterprise Architecture untuk E-Business Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan 

Menggunakan Framework TOGAF ADM, Jurnal Tata Kelola dan Kerangka Kerja Tekonologi 

Informasi, (Bandung: Universitas Komputer Indonesia, 2018), Vol. 4, No. 1, h. 2.   

 
19 Edellius, et al, Pengantar Ekonomi Perusahaan, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 12.  

 
20 Wina Saparingga, dkk, Analisis Perbandingan Tingkat Perkembangan Usaha Mikro 

Kecil Menengah Sebelum dan Sesudah Mendapatkan Fasilitas Pembiayaan Mikro; Studi Kasus di 

BRI Syariah KCP Kopo Bandung, (Jurnal Keuangan dan Perbanankan Syariah, Gel. 2, 2015), h. 

316 



42 
 

 
 

Jeaning dan Beaver dalam Tesis Mohammad Saleh, para peneliti 

menganjurkan beberapa hal sebagai tolak ukur, yaitu: 

a. Omset penjualan; 

b. Pertumbuhan tenaga kerja; 

c. Pertumbuhan pelanggan sebagai pengukuran manusia. 

Dalam hal ini, penulis memilih beberapa indikator untuk mengetahui 

dampak inklusi keuangan terhadap perkembangan usaha para pelaku 

UMKM, yaitu: 

a. Modal lUsaha, merupakan dana yangl dimanfaatkan untuk 

operasional usahal agar dapatl terus berjalan dan diharapkan dapat 

berkembang.  

b. Omset usaha, merupakan semua nilai uangl yang diperolehl usaha 

dan aksil penjualan produkl atau dapat dikatakan omset merupakan 

pendapatan kotor. 

c. Keuntunganl usaha adalahl besarnya penerimaanl dikurangi denganl 

biaya padal suatu prosesl produksi baikl secara konstanl atau tetapl 

maupun tidak konstanl atau tidakl tetap padal suatu proyekl tertentu.  

Dampak dari pembiayaan yang diberikan kepada pelaku UMKM dapat 

dilihat dengan adanya peningkatan pendapatan dan peningkatan usahanya 

tersebut. Peningkatan terhadap pendapatan nasabah ini bisa terjadi dengan 

adanya penambahan modal yang berupa bantuan modal dan penambahan 

penjualan barang-barang yang dijual.21 

D. Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) 

1. Pengertian BMTl 

BMT adalahl akronim daril katal Balai Usahal Mandiril Terpadul atau 

Baitull Mal watl lTamwil. BMT merupakan Lembagal Keuangan Mikrol 

 
21 Mulida Mahdalena dan Suryani, “Analisis Peningkatan Kesejahteraan Nasabah 

Terhadap Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Bank Aceh Syariah Capem Krueng Geukueh)”, 

(Jurnal Pemikiran dan Perkembangan Perbankan Syariah, 2021), vol. 6, No. 2, h. 3. 
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(LKM) yangl operasionalnya berlandaskan prinsip-prinsipl Syariah. Sesuail 

dengan namanya, BMT terdiril atas dua fungsil utama, lyaitu: 

a. Baitull mal (rumah hartal) yang menerima amanat danal zakat, infakl 

dan sedekahl serta mengoptimalkanl penyebarannya sesuai denganl 

peraturan danl mandatnya. 

b. Baitull tamwil (rumahl pengembangan hartal) yang melakukan 

kegiatanl pengembangan usahal-usaha produktifl dan investasil 

dalam usaha peningkatan kualitasl ekonomi, lpengusaha, UMKM 

dengan mendukung kegiatanl menabung danl menunjang 

pembiayaanl aktivitas ekonomi; 

BMTl merupakanl lembaga keuanganl Islam yangl memfokuskan targetl 

pasarnya padal bisnis skalal kecil, sepertil pedangan kecil yangl yang tidak 

begitu menarikl bagi bank. M. Amin Aziz sebagai pelopor BMT di 

Indonesia menyebutkan pedanan kata Baitul Mal Wat Tamwil dalam 

bahasa Arab sama dengan Balai-Usaha Mandiri Teradu dalam bahasa 

Indonesia. BMTl adalah lembagal ekonomi rakyatl yang bertujuanl untuk 

memperkuatl ekonomi rakyatl jelata ataul akar rumputl yang melembagal 

menjadi milikl masyarakat.22 

BMT dapat didefinisikan sebagai sebuah balai usaha mandiri terpadu 

yang mana dalam kegiatan usahanya, Baitul Mal Wat Tamwil dapat 

mendorong kegiatanl menabung danl memberikan pembiayaan untuk 

menunjang kegiatanl ekonomi para pengusaha kecil-ke bawah. Kemudian 

BMT bisa menghimpun dan mendistribusikan zakat, infak dan sedekah 

sesuai dengan peraturan yang ada dan amanah,23 

Keberadaan BMT dapat dipandang memiliki dua fungsi utama, yaitu 

sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah, seperti zakat, infak, 

 
22 Sukron Kamil, Ekonomi Islam Kelembagaan dan Konteks Keindonesiaan, (Jakarta: 

Rajawali Press, 2016), h. 199 

 
23 Nurul Huda dkk, Baitul Mal Wa Tamwil, (Jkaarta: Amzah, 2016), h. 35.  
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sedekah danl wakaf sertal dapat pulal berfungsi sebagail institusi yanl 

bergerak dil bidang investasil yang bersifatl produktif sebagaimanal 

layaknya lbank. Pada fungsil ke dua dapat dipahamil bahwa selainl berfungsi 

sebagail lembaga lkeuangan, BMTl juga berfungsi menghimpunl dana daril 

masyarakatl (anggotal BMT) yangl mempercayakanl dananyal disimpan dil 

BMTl danl menyalurkan danal kepadal masyarakatl (anggota BMTl) yangl 

diberikanl pinjaman olehl lBMT. Sedangkanl sebagai lembagal lekonomi, 

BMTl berhak melakukanl kegiatanl lekonomi, seperti mengelolal kegiatanl 

lperdagangan, industri danl lpertanian.24 

Baitul Maall wat Tamwil (BMT) merupakan LKM yang berjalan 

dengan prinsip bagi hasil, bermaksud untuk mengangkat derajat dan 

martabat serta melindungi kepentingan kaum fakir miskin melalui suatu 

Lembaga Keuangan yang ditumbuhkan atas gagasan dan modal awal dari 

tokoh-tokoh masyarakat sekitar dengan berlandaskan sistem ekonomi yang 

salam: keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian dan kesejahteraan. 

Islam sangat melarang sisitem riba’ hal ini sesuai dengan salah satu 

misi BMTl yaitu pembebasanl anggota daril jerat kemiskinanl dan ekonomil 

ribawi. Allahl SWT berfirmanl dalam All-Qur’an Surahl Ali- Imran ayat 

130: 

ٓأيَُّهَا ينَ  يََٰ اْ ءَامَنوُاْ لََ تأَۡكُلُواْ  ٱلّذِّ ٓ بَوَٰ  وَ  ٱلر ِّ
ه
عَفَةٗ ضََٰ فٗا مُّ    ١٣٠لِّحُونَ لعََلكُّمۡ تفُۡ  ٱلّلَ  ٱتقّوُاْ أضَۡعََٰ

Artinya: 

“Hai orangl-orang yangl beriman, janganlahl kamu memakanl riba’ 

denganl berlipat gandal dan bertakwalahl kamu kepadal Allah supayal kamu 

mendapatl keberuntungan” (lQ.S Alil-Imran: 02: 130) 

Secara umuml profil BMTl dapat dirangkuml dalam butirl-butir lberikut: 

 
24 DR Andi Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2017), 

h. 475.  
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a. Tujuanl BMT, yaitul meningkatkan kualitasl usaha ekonomil untuk 

kemakmuran anggotal pada khususnyal dan masyarakatl pada 

umumnyal 

b. Sifatl BMT, yaitul memiliki usahal bisnis yangl independent, 

bertumbuh dan dikembangkan dengan lswadaya, dikelola secaral 

profesional berorientasil kesejahteraan bagi anggotal danl 

masyarakat di lingkungannyal 

c. Visil lBMT, yaitul mempunyai usaha bisnis yang independent, sehatl 

dan kuat, yangl kualitas ibadahl anggotanya meningkatl sehingga 

mampul berperan menjadil wakil pengabdil Allah, memakmurkanl 

kehidupan anggotal khusunya dan umatl manusia padal umunya 

d. Misil BMT, yaitul merealisasikan gerakan divestasi anggota danl 

masyarakat daril rantai rentenir, kemiskinanl dan ekonomil ribawi, 

gerakanl pemberdayaan menigkatkan daya serap dalaml kegiatan 

ekonomil riil danl kelembagaannya menujul perekonomian yangl 

makmur, maju danl gerakan keadilanl membangun strukturl 

masyarakat madanil yang adill dan berkemakmuranl-berkemjauan, 

serta makmurl-maju berkeadilanl berlandaskan syariahl dan ridhal 

Allah lSWT. 

2. Peranan BMT 

Soemitra, dalam bukunyal Bank & Lembagal Keuangan Syariahl 

menjelaskan bahwal BMT memiliki 3 fungsi, sebagai lberikut: 

a. lMengidentifikasi, lmemobilisasi, lmengorganisir, mendorong danl 

mengembangkanl potensil serta kemampuanl ekonomil angota, 

kelompokl usaha anggotal muamalah (Pokusmal) dan lkerjanya; 

b. Mempertinggil kualitas SDMl anggota danl Pokusma menjadil lebih 

profesionall dan islamil sehingga semakinl utuh danl Tangguh 

menghadapil tantangan lglobal; 
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c. Menggalangl dan mengorganisirl potensi masyarakatl dalam rangkal 

meningkatkan kesejahteraanl anggota.25 

BMT diketegorikan sama denganl koperasi lSyariah, merupakan 

lembaga ekonomil yang berfungsil untuk lmenarik, mengelola, 

menyalurkanl dana ldari, oleh danl untuk lmasyarakat. Oleh sebabl itu, BMTl 

dapat jugal disebut sebagail lembaga swadayal ekonomil umatl yang 

dibentukl ldari, olehl dan untukl lmasyarakat. BMTl dapat didirikanl dalaml 

bentukl Kelompok Swadyal Masyarakatl (KSMl) atau lkoperasi.26 

BMTl menjadi suatu lembaga keuanganl yang berupaya untuk 

mengembangkan investasi usaha produktif dengan berpedoman pada 

prinsip Syariah dan prinsip koperasi, yang dalam pelaksanaaannya 

diperuntukkan kepada pengembangan usaha masyarakat kecil.  

Kasmir dalaml bukunya Bankl dan Lembagal Keuangan Lainnyal Edisi 

Revisi 2014 menjelaskan “Koperasi sebagai suatu kumpulanl dari orangl-

orang yangl mempunyai tujuanl atau kepentinganl bersama. Koperasil 

merupakan bentukanl dari sekelompokl orang yangl memiliki tujuanl 

bersama. Kelompokl orang inilahl yang akanl menjadi anggotal koperasi 

yangl didirikannnya.”27 

Memperhatikan akanl peranannya, koperasil mempunyai posisil strategis 

sebagail lembaga perekonomianl yang berfungsil untuk meringankanl beban 

permasalahanl ekonomi masyarakatl kecil. Hall ini sesuail dengan fungsil 

koperasi lyaitu: 

a. Fungsil ekonomi, dalaml bentuk kegiatanl-kegiatan usahal ekonomi 

yangl dilakukan koperasil untuk meringankan bebanl hidup seharil-

hari paral anggotanya; 

 
25 DR Andi Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2017), 

h. 475.  

 
26 Ahmad Hasan Ridwan, Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil, (Bandung: CV Pusaka 

Setia, 2013), h. 26.  
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b. Fungsil sosial, dalaml bentuk kegiatanl-kegiatan sosiall yang 

dilakukanl secara gotongl-royong dalaml bentuk sumbanganl berupa 

uangl yang berasall dari labal koperasi.28 

3. Landasan Hukum BMT 

Bentukl badan hukuml BMT umumnyal berbentuk koperasil dimana 

AD/ARTl disahkan olehl Menteri lkoperasi, usaha kecill dan menangah. 

Dalam upaya mendapatkan izin usaha, LKM wajibl mengajukan 

permohonanl kepada kantorl OJK/kantorl regional/direktoratl LKM sesuail 

tempat kedudukanl BMT tersebut dengan memenuhil ketetapan dan 

persyaratanl yang telahl ditetapkan dalaml Peraturan Otoritasl Jasa 

Keuanganl (POJK) Nomor 12/lPOJK.05/2014 tentangl Perizinan Usaha dan 

Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro. 

Secaral kelembagaan BMTl mengalami kemajuan daril lembaga 

keuanganl informal (KSMl/PHBK/LSMl/Perkumpulan), lalul saat inil BMT 

dapatl memilih berada di bawah payungl hukum Koperasil Jasa Keuanganl 

Syariah (KJKSl) dengan pembinaan Kementerianl Koperasi Danl Usaha 

Kecill dan Menengahl atau berbadanl hukum LKMl (Lembaga Keuanganl 

Mikro) dil bawah UUl No. 1l tahun l2013. 

Sejumlahl peraturan yangl berhubungan dengan Lembagal Keuangan 

Mikrol antara llain: 

a. Undang-undangl Nomor 1l Tahun 2013l tentang Lembagal 

Keuangan Mikrol (UU LKMl); 

b. Peraturan Pemerintahl Pemerintah Nomor 89l Tahun 2014l tentang 

Sukul Bunga Pinjamanl atau Imball Hasil Pembiayaanl dan Luasl 

Cakupan Wilayahl Usaha Lembagal Keuangan lMikro;  

c. Peraturan OJKl (POJK) Nomorl 12/lPOJK.05/2014l tentang 

Perizinanl Usaha danl Kelembagaan Lembagal Keuangan lMikro; 

d. POJK Nomorl 13/lPOJK.05/POJK Nomor 14/POJK.05/2014 

 
28 Sukarwadi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 123.  
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4. Prinsip dan Ciri BMT 

Sebagai salah satu LKMS, BMT memiliki prinsip sebagai berikut: 

a. Beriman dan bertakwa kepadal Allah denganl mengaplikasikan 

prinsip-prinsipl Syariahl danl muamalah Islaml kel dalam kehidupanl 

nyata; 

b. Keterpaduanl (kaffahl) dimanal nilai-nilail spirituall berfungsil 

mengarahkan danl menggerakkanl etikal serta moral yanl dinamis, 

lproaktif, adil danl berakhlak lmulia; 

c. Kekeluargaanl (koperatif); 

d. lKebersamaan; 

e. lKemandirian; 

f. lProfesionalisme; 

g. Istiqamah, lkonsisten, kontinuitas/berkelanjutanl tanpa lelah danl 

tidak  pernah putusl asa. Setelahl mencapai suatul ltahap, maju kel 

tahap lberikutnya, danl hanyal kepada Allahl lberharap. 

Ciri-ciril utamal dari Baitull Mal Wat lTamwil, yaitu sebagai lberikut: 

a. Berorientasi lbisnis, mencari keuntungan lbersama, meningkatkan 

pemanfaatanl ekonomi terutama untukl anggota llingkungannya; 

b. Bukanl merupakan lembaga sosiall namun dapat dimanfaatkanl 

untuk mengefektifkanl penggunaan lzakat, infak danl sedekah bagil 

kesejahteraan orangl banyak; 

c. Dipupuk dari bawahl beralaskan peran sertal masyarakat disekitar; 

d. Milikl bersama masyarakatl kecil danl bawah di lingkunganl BMT 

itul sendiri, bukanl kepunyaan orang/perseorangan ataul orang daril 

luar masyarakatl itu. 

Selain ciri-ciril utama, BMTl juga memilikil ciri-ciril khusus, lyaitu: 

a. Staf danl karyawan BMTl bertindak laktif, berpikir produktif, tidakl 

menunggul tetapi menjemputl lnasabah, baikl sebagai penyetorl danal 

maupunl sebagai penerimal pembiayaanl lusaha; 
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b. Kantorl dibukal pada waktu tertentul danl ditunggu olehl staff yang 

lterbatas, karena sebagianl besar staff harusl beroperasi di lapanganl 

guna memperoleh nasabah penyetorl dana, memonitorl dan 

melakukan survei usahal nasabah; 

c. BMT mengadakanl pengajian rutinl secara berkalal yang biasanyal 

diadakan dil madrasah, masjidl atau mushalal yang disesuaikan 

dengan kegiatanl nasabah anggotal BMT kemudian dilanjutkanl 

dengan berdialok tentang pertumbuhan bisnisl nasabah BMTl 

tersebut; 

d. Manajemen BMTl dilakukan secara profesionall dan lislami, 

dengan: 

1) Administrasi lkeuangan, pembukuan danl prosedur disusun danl 

dilangsungkan dengan sisteml akuntansil Indonesia yangl 

disesuaikan denganl prinsipl-prinsip lSyariah; 

2) lAktif, menemukan kasus dengan dan menngatasi kasus tersebut 

dengan capak dan bijaksana yangl memenangkan semual pihak; 

3) lBerpikir, berpandangan dan bertindak ahsanul amala (Servicel 

Excellence). 

E. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulul adalah upayal yang dilaksanakan oleh peneliti untukl 

menemukan perbandingan danl referensi untuk penelitian yang sedang 

dilakukannya, penelitian terdahulu juga membantu peneliti dalam 

memposisikan penelitiannya dan menunjukkan originalitas dari penelitiannya. 

Tabell 2.1 

Penelitian Terdahulul 

No Judul/Penulis/Tahunl Metodel Persamaanl Perbedaanl Hasil 

Penelitianl 

1 Analisis Inklusil 

Keuangan Syariahl 

Pada Pelakul UMKM 

Dil BPRS Paduarta 

Insanil Tembung 

Oleh Emil Sasmiati, 

Mahasiswi Universitas 

Deskriptif 

Kualitatif 

Membahas 

tentang 

Inklusi 

Keuangan 

Tempat 

penelitian yang 

berbeda, 

Hanya 

Membahas 

Peranan Inklusi 

Keuangan 

Penelitian ini 

menyimpulkan 

bahwa untuk 

mendukung 

inklusi 

keuangan BPRS 

Paduarta Insani 
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Muhammadiyah 

Sumatera Utara 

Medan 2018 

Tembung 

menerapkan 

pelayanan dana 

dalam bentuk 

tabungan dan 

Deposito 

dengan tidak 

membebankan 

biaya 

administrasi 

kepada 

nasabahnya dan 

memberikan 

bagi hasil yang 

tinggi untuk 

tabungan 

Deposito 

2 Program Pembiayaan 

Usaha Syariah 

(PUSYAR) PT. BPR 

Syariah Kota 

Mojokerto Untuk 

Inklusi Keuangan 

UMKM  

Oleh Wahyuningsih 

Jurnal Ekonomi Islam 

Volume 2, Nomor 2, 

2019 

Kualitatif Membahas 

Inklusi 

Keuangan 

terhadap 

pelaku 

UMKM 

Peneliti 

memilih Bank 

Perkreditan 

Rakyat Syariah 

sebagai tempat 

penelitian 

Hasil penelitian 

ini 

menunjukkan 

bahwa 

kebijakan 

PUSYAR pada 

PT. BPR 

Syariah Kota 

Mojokerto 

mengoptimalkan 

filantropi islami 

dan 

menghasilkan 

proses Inklusi 

Keuangan 

3 Peran Lembagal 

Keuangan Syariahl 

Dalam 

Mengimplementasikanl 

Keuangan Inklusifl 

Bagi Pelakul UMKM 

lTasikmalaya, 

Oleh Lina Marlinal dan 

Biki Zulkifli  

Jurnal Economica, 

Volume 2, Nomor 1, 

2018 

Kualitatif Membahas 

tentang 

Inklusi 

Keuangan 

terhadap 

pelaku 

UMKM 

Peneliti 

mengambil 

LKS secara 

luas 

Peneliti 

menemukan 

bahwa SDM, 

kantor layananl 

yang terbatas 

dan agunanl 

sebagai Secondl 

way outl menjadi 

hambatan dalam 

memberikan 

akses lembaga 

keuangan 

kepada pelaku 

UMKM di 

Tasikmalaya 

4 Analisis Inklusil 

Keuangan Syariahl 

Pada UMKMl Di 

BMTl Masyarakat 

Madanil SUMUT 

Kecamatanl Percut Seil 

Tuan 

Oleh Pamujil Aseh 

Deskriptif 

kualitatif 

Membahas 

Inklusi 

Keuangan, 

Sama-sama 

memilih 

BMT 

sebagai 

tempat 

Hanya 

membahas 

peran BMT 

dalam 

membantu 

peningkatan 

inklusi 

Startegi Inklusi 

Keuanganl yang 

diterapkanl BMT 

Masyarakatl 

Madani 

SUMUTl cukup 

membantul 

peningkatan 
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Mahasiswa 

Universitas 

Muhammadiyah 

Sumatera Utara, 2018 

penelitian Inklusil 

Keuangan 

khususnyal di 

wilayahl Percut 

Seil Tuan 

5 Model Inklusil 

Keuangan Padal 

UMKM Berbasisl 

Pedesaan 

Oleh Setyanil 

Irmawati, Delul 

Damelia, Dital Wahyu 

Puspital 

JEJAK, Journall of 

Economicsl andl Policyl 

Volume 6, Nomorl 2, 

2013l 

Analisis 

Deskriptifl 

dan 

Analisisl 

SWOT 

Membahas 

penerapan 

Inklusil 

Keuangan 

pada 

UMKMl 

Metode 

penelitian yang 

berbeda, hanya 

fokus pada 

UMKMl batik 

dil Kabupaten 

Klatenl 

Penelitian inil 

menemukan 

bahwa modell 

inklusi 

keuanganl untuk 

UMKMl Batik 

dil Kabupaten 

Klatenl adalah 

masuknyal 

lembaga 

keuanganl dalam 

segil permodalan 

danl 

dilakukannya 

pendampingan, 

namun perlu 

adanya 

pendampingan 

intensif dari segi 

pemasaran. 

 

F. Alur Penelitian 

Alur penelitian adalah tahapan yang dilangsungkan oleh peneliti dalam 

karya ilmiahnya. Alur penelitian dapat dikatakan sebagai kronologi prosedural 

yang dilaksanakan oleh peneliti dalam karya ilmiahnya.  

Alur penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah menjelaskan mengenai 

tahapan dan prosedur penelitian untuk menganalisa penerapan dan dampak 

inklusi keuangan pada penyaluran pembiayaan UMKM di LKMS BMT Kube 

Sejahtera 001. 

Inklusi keuangan merupakan upaya pengentasan kemiskinan dengan 

memperluas akses masyarakat dan UMKM untuk menjangkau lembaga 

keuangan agar mampu menciptakan perkembangan ekonomi yang berkualitas. 

Inklusi adalah kebijakan pemerintah yang bertujuanl meningkatkan tarafl 

hidup masyarakatl dengan memperluas danl mempermudah seluruh lapisan 

masyarakat untuk mengakses lembaga keuangan. LKMS seperti halnya BMT 
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dan Koperasi dinilai menjadi lembaga keuangan formal yang paling dekat 

untuk menjangkau masyarakat terutama masyarakat pedesaan, juga 

diharapkan mampu menciptakan keuangan yang inklusif ditengah masyarakat. 

Alur dari penelitian ini dimulai dengan menggali informasi tentang 

kebijakan inklusi keuangan terhadap pembiayaan Murabahah oleh LKMS 

BMT Kube Sejahtera 001 kepada pelaku UMKM di Kecamatan Percut Sei 

Tuan. Kemudian peneliti mendeskripsikan tentang penerapan kebijakan 

Inklusi Keuangan dan dampak yang diterima oleh pelaku UMKM. 

Kebijakan Inklusi Keuangan menjadi acuan daftar pertanyaan yang l akan 

ditanyakanl oleh penelitil kepada lnarasumber. Jawaban dari pertanyaan yang 

diajukan oleh peneliti inilah yang kemudian akan diolah dan dianalisis dengan 

metode kualitatif, dimana peneliti menjadikan data sebagai acuan dan 

memanfaatkan indikator inklusi keuangan yang telah dirancang oleh Fair 

Fiannce Guide International sebagai tolak ukur dan kemudian akan dijelaskan 

secara deskriptif.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 

Alur Penelitian

LKMS BMT KUBE Sejahtera 001 

Pembiayaan UMKM Menggunakan Akad Murabahah dalam 

Meningkatkan Inklusi Keuangan 

Analisis Data 

Implementasi Inklusi Keuangan pada Produk Pembiayaan 

UMKM dengan Akad Murbahah 

Mengetahui implementasi dan dampak dari kebijakan  inklusi 

keuangan terhadap para pelaku UMKM di Percut Sei Tuan 
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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

A. Pendekatan Penelitian 

Pendekatanl penelitianl yangl digunakan penulis dalaml penelitianl inil 

adalahl pendekatan deskriptif lkualitatif. Menurut Sugiono penelitianl kualitatif 

adalahl data yangl berbentuk katal-kata ataul berwujud pernyataanl-pernyataan 

verball dalam bentukl angka yangl bersifat deskriptifl analisis. Penelitianl 

deskriptif adalahl penelitian yangl memandu penelitil untuk mengeksplorasil dan 

ataul memotret situasil yang akanl diteliti secaral menyeluruh, luasl dan 

lmendalam, tujuan daril penelitian inil adalah membuatl deskripsi, gambaranl 

secara lsistematis, aktual danl akurat mengenail fakta-lfakta, sifat sertal 

hubungan antaral fenomena yangl dimiliki.1 

Penelitian kualitatifl umumnya bersifatl deskriptif danl cenderung 

menggunkaan analisisl dengan pendekatanl induktif, dilakukanl dalam situasil 

yang wajarl (natural settingl) dan datal yang dikumpulkan bersifatl kualitatif.2 

Peneliti menggunakan pendekatanl deskriptif kualitatif dengan tujuan 

untukl menggambarkan fakta-fakta melalui hasil wawancara kepada 

narasumber tentang analisis inklusi keuangan pada penyaluran pembiayaan 

LKMS BMT KUBE Sejahtera 001, melakukan studi dokumentasil terhadap 

arsip-arsipl yang merupakan hasil wawancaral dan dukumentasi lainl yang 

berkaitan denganl penelitian ini, diharapkanl nantinya dapat diperolehl 

gambaran secaral menyeluruh tentang penerapanl inklusi keuangan pada 

penyaluran pembiayaan UMKM di LKMS BMT KUBE Sejahtera 001. 

 

 
1 Sugiono, Medote Penelitian Kuantitatif, Kualiatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2013), h. 13.  

 
2 Dr. Azhari Akmal Tarigan, M. Ag dan Tim Penyusun, Buku Panduan Penulisan Skripsi 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, (Medan: Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara, 2015), h. 31.  
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B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasil 

Lokasi penelitian yangl dipilih oleh penulis dalam penelitian ini adalahl 

Koperasi Serba Usaha Syariah (KSU) LKMS BMT Kube Sejahtera 001 

yang berada di JL. Pengabdian No. 35B, desa Bandar Setia, Kec. Percut 

Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Kode Pos 20371. 

2. Waktu Penelitian 

Adapun waktu yang digunakan oleh penulis dalam melakukan 

penelitian ini dijelaskan ke dalam sebuah tabel, sebagai berikut: 

Tabel 3.1l 

Tabel waktul penelitian 

 

 

 

 

Proses 

Penelitianl 

Bulan/ Mingguan 

Mei 

2021 

Juni 

2021 

Juli  

2021 

Agustus 

2021 

Septemb

er  

2021 

Okober 

2021 

Pengajuan 

Judull 

                        

Penyusunan 

proposall 

                        

Bimbingan 

Proposall 

                        

Seminar 

proposall 

                        

Pengambilan 

datal 

                        

Bimbingan 

skripsil 

                        

Sidang skripsil                         
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C. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Subjekl penelitian adalah benda ataupun manusia yang dipercaya dapatl 

memberikan informasil tentang masalahl yang sedang lditeliti. Subjek dalam 

penelitian ini adalah beberapa narasumber terpercaya untuk memberikam 

informasi secara akurat, yaitu Menejer Operasional LKMS BMT KUBE 

Sejahtera 001, Account Officer (AO) & Remedial LKMS BMT KUBE 

Sejahtera 001, masyarakat pelaku UMKM yang telah menerima modal 

dari pembiayaan Murabahah KUBE dan pembiayaan Murabahah Non 

KUBE oleh LKMS BMT KUBE Sejahtera 001 yang masing-masing jenis 

pembiayaan diwakilkan oleh satu orang pelaku UMKM. 

2. Objek Penelitian 

Objek menjadi fokus utama penulis dalam menyelesaikan 

penelitiannya yang menjadi objek penelitian adalah inklusi keuangan pada 

penyaluran pembiayaan UMKM di LKMS BMT KUBE Sejahtera 001. 

D. Jenis dan Sumber Data 

Jenisl dan sumberl data yang digunakanl penulis dalam penelitianl ini adalah 

sebagail berikut: 

1. Datal Primer 

Datal primer adalahl data mentahl yang diambill oleh penulis (bukanl 

orang lainl) dari sumberl utama gunal kepentingan lpenelitiannya, dan datal 

tersebut sebelumnyal tidak lada.1  

Hasil wawancara kepada Manajer Operasional LKMS BMT KUBE 

Sejahtera 001, Account Officer (AO) & Remedial LKMS BMT KUBE 

Sejahtera 001, pelaku UMKM yang telah memperoleh pembiayaan 

 
1 Azuar Juliandi dan Irfan, Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Cet 2, (Bandung: 

Ciptapustaka Media Perintis, 2014), h. 66.  
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Murabahah KUBE dan Murabahah Non KUBE oleh LKMS BMT KUBE 

Sejahtera 001 mengenai inklusi keuangan pada penyaluran pembiayaan 

UMKM menjadi data primer dalam penelitian ini. 

2. Datal Sekunder 

Data sekunderl (secondary data) merupakan datal penelitian yangl 

diperoleh penulis secaral tidak langsungl (melalui medial perantara).2 Datal 

sekunder menjadi datal pelengkap daril data primerl baik berkaitan secara 

langsung ataupunl tidak langsungl dengan objekl penelitian, data sekunder 

ini yang akan dimanfaatkan oleh penulis sesusai dengan kebutuhan 

penelitiannya. 

Jumlah penyaluran pembiayaan Murabahah KUBE dan pembiayaan 

Murabahah non KUBE di LKMS BMT KUBE Sejahtera 001 tahun 2016-

2020 menjadi data sekunder dalam penelitian ini. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Agara data yangl didapatkan akurat danl berkualitas, penulis menggunakanl 

beberapa metodel pengumpulan data sebagai lberikut: 

1. Observasil 

Dalam lobservasi, penulis melakukan teknik pengumpulan datal dengan 

melakukan pengamatanl secara langsung ke tempat dimana sehari-hari 

subjek penelitian berada. Teknik observasi ini dilakukan dengan 

memanfaatkan teknologi informasi seperti halnya aplikasi recorder, 

kamera, ponsel danl lain lsebagainya. 

Dalam penelitianl ini, observasil dilakukan dengan mengamatil kegiatanl 

operasional LKMSl BMT KUBEl Sejahtera 001l dan kegiatan Pelaku 

 
2 Rizka Hendriyani, dkk, Metodelogi Penelitian Ekonomi dan Bisnis, (Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Islam: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017), h. 48 
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UMKM yang telah mendapatkan pembiayaan Murabahah KUBE dan 

Murabahah Non KUBE oleh LKMS BMT KUBE Sejahtera 001. 

Tujuanl observasi adalahl mendeskripsikan settingl yang ldipelajari, 

aktivitas-aktivitasl yang lberlangsung, orang-orangl yang terlibatl dalam 

laktivitas, dan maknal kejadian dilihatl dari persfektif merekal yang terlihatl 

dalam kejadianl yang dialami ltersebut.3 

2. Wawancaral (Interview) 

Wawancara merupakanl Teknik pengumpulanl datal primer yangl 

menggunakan pertanyaanl lisanl danl tertulis. Metodel ini memerlukanl 

adanya interaksi antaral peneliti denganl subjek penelitianl untuk 

memperolehl data yangl diinginkan.4 Wawancara adalah percakapan 

dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu 

pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan 

terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan 

itu.5 

Teknik wawancara dilakukan peneliti secara langsung guna 

mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan inklusi keuangan 

pada penyaluran pembiayaan UMKM. Peneliti melakukan wawancara 

dengan Manager Operasional LKMS BMT KUBE Sejahtera 001, Account 

Officer (AO) & Remedial LKMS BMT KUBE Sejahtera 001 dan juga 

pelaku UMKM yang memeroleh pembiayaan Murabahah KUBE dan 

murabahah Non KUBE oleh LKMS BMT KUBE Sejahtera 001 secara 

 
3  Nur Ahmadi Bi Rahmani, Metodelogi Penelitian Ekonomi, (Medan: FEBI UIN-SU 

Press, 2016), h. 54.  

 
4 Rizka Hendriyani, dkk, Metodelogi Penelitian Ekonomi dan Bisnis, (Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Islam: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017), h. 48.  

 

 
5 Prof. DR. Lexy J Moleong, M.A, Metodelogi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, 

(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018), h. 186.  
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face to face dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat, yaitu 

memakai masker dan juga menjaga jarak saat wawancara dilakukan. 

Wawancara ini dilakukan secara semi terstruktur, dimana susunan 

pertanyaan dan kata-kata dapat diubahl pada saatl proses wawancara, hal ini 

disesuaikanl dengan kebutuhanl dan kondisil pada saatl wawancara 

dilakukan. 

3. Studi Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan ataupun arsip-arsip yang memiliki 

hubungan dengan suatu peristiwa atau suatu aktivitas. Studi dokumentasi 

dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber, 

sebagai bahan ataupun refernsi dalam penulisan penelitian ini. Dokumen 

tersebut dapat berupa dokumen pribadi ataupun berupa dokumen resmi. 

Terdapat dua pembagian dokumen dalam studi dokumentasi, yaitu 

sebagai berikut: 

a. Dokumen pribadi, merupakan tulisan seseorang mengenai tingkah 

laku, pengalaman dan kepercayaannya, baik dalam bentuk buku 

harian, surat pribadi & otoboigrafi; 

b. Dokumen resmi, dokumen yang dikeularkan secara resmi oleh 

suatu lembaga ataupun perusahaan resmi yang berupa dokumen 

internl seperti memo, lpengumuman, intruksi, aturanl lembaga untukl 

kalangan lsendiri, laporan lrapat, keputus an pimpinan, dan 

konvensi.  Dokumenl resmi dapat juga berupa dokumen resmi 

ekstern, yaitu majalah, bulletin, surat kabar dan berita yang dimuat 

di media. 

Dokumen yangl digunakan dalaml penelitian ini adalahl dokumen 

pribadil pribadi perusahaan seperti laporan jumlah penyaluran pembiayaan 

dan dokumen resmi yang terpublish berupa Jurnal, data otentikl dan arsipl 

lainnya yangl berhubungan denganl masalah yangl diteliti digunakanl 

sebagai referensi  dalaml kegiatan wawancaral dan lobservasi. 
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F. Teknis Analisis Data 

Teknis analisis datal adalah suatu kegiatanl penyelidikan terhadapl suatu 

peristiwal dengan berdasarl pada datal nyata agarl dapat mengetahuil keadaan 

yangl sebenar-benarnyal dalam rangkal memecahkan permasalahanl sehingga 

dapatl ditarik suatul kesimpulan yangl valid danl ilmiah.6 

Dalaml penelitian lini, Teknik pengolahan datal yangl digunakan olehl 

penulisl adalahl sebagai lberikut: 

1. Editing, penulis mencermati kembali data-data yang sudah terkumpul 

kemudian mengkaji ulang data tersebut untuk menghindari kesalahan; 

2. Deskripsi, penulis menggambarkan data kemudian menyusun kembali 

data tersebut ke dalam uraian yang mudah dipahami dan sistematis; 

3. lKategorisasi, penulis mengelompokkanl data penelitianl tersebut 

berdasarkan permasalahannyal sehingga tersusunl secara lsistematis. 

Analisis data merupakan suatu proses berkelanjutan yang membutuhkan 

refleksi secara terus-menerus terhadap data yang diperoleh melalui pengajuan 

pertanyaan analisis dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian. Analisis 

data kualitatif bisa saja melibatkan proses pengumpulan data, interpretasi dan 

pelaporan hasil secara serentak dan bersama-sama.7 

Analisis data kualitatif memiliki tiga tahapan, yaitu sebagai lberikut: 

1. Reduksil datal (data reductionl) 

Reduksil datal dapat diartikan sebagail prosesl lpemilihan, pemusatan 

perhatianl terhadap hal-hal penting, penyederhanaan, pengabstraksian 

mencari pola dan tema untuk kemudian membuangl yang tidakl perlu. Pada 

 
6 Nur Ahmadi Bi Rahmani, Metodelogi Penelitian Ekonomi, (Medan: FEBI UIN-SU 

Press, 2016), h. 77.  

 
7 Adhi Kusmastut dan Ahmad Mustamil Khairon, Metode Penelitian Kualitatif, 

(Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), h. 126.  
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tahapan ini datal yang telahl direduksi akanl memberikan gambaranl yang 

lebihl jelas danl mempermudah penelitil menuju tahapan selanjutnya. 

2. Penyajian data (data display) 

Pada tahapan ini, peneliti akan menyajikan data mengenai upaya 

LKMS BMT KUBE Sejahtera 001 dalam mengimplementasikan inklusi 

keuangan terhadap pembiyaan yang diberikan kepada pelaku UMKM. 

Data akan disajikan dalam bentuk hasil wawancara, kemudian peneliti 

akan mengukur data yang telah didapatkan dengan indikator inklusi 

keuangan oleh Fair Finance Guide International  

3. Pengambilan keputusan. Verifikasi 

Tahapan terakhir pada analisis data kualitatif adalah 

kesimpulan/verifikasi. Kesimpulan diverifikasi selama kegiatan 

berlangsung. Analisis data kualitatif merupakan upaya yang berlanjut, 

berulang-ulang dan terus menerus.8 

G. Keabsahan Data 

Dalam penelitian Kulaitatif, keabsahan sebuah data sangat diperhatikan 

agar dapat diakui dan dapat dipercaya. Penelitian kualitatif haruslah 

disesuikan dengan rambu-rambu yang telah ada dan mampu menjawab 

masalahl-masalah yangl sesuai denganl penelitian kualitatifl itu lsendiri. 

Uji keabsahanl data dalaml penelitian, seringl hanya ditekankanl pada ujil 

validitas danl reliabilitas. Dalaml penelitian lkualitatif, temuan ataul data dapatl 

dinyatakan validl apabila tidakl ada perbedaanl antara yangl dilaporkan penelitil 

dengan apal yang sesungguhnyal terjadi padal objek yangl diteliti. Keriteria 

yang digunakan penelitianl kualitatif adalahl bahwa hasill penelitian yangl 

dilakukan haruslah memenuhil empat keriteria lyaitu, credibility, 

tranfermability, dependabilityl dan lconfirmability. Ke-empat keriteria itu 

 
8 Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, Metodelogi Penelitian, (Yogyakarta: Andi, 2010), h. 

210.  
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memenuhil empat standarl “disciplined inquiryl” yaitu: truthl value, 

lapplicability, consistency, danl neutrality.9  

1. Credibility  

Credibility diartikan bahwa hasill drai penelitian kualitatifl harus dapatl 

dipercaya olehl pembaca, terutama pembaca yangl kritis kemudian dapatl 

diterima olehl responden yangl telah memberikan linformasi. Menurut 

Lincon dan Guba Teknik yang perlu dilakukan oleh para peneliti agar hasil 

penelitiannya dinilai credible adalah sebagai berikut: 

a. Prolonged Engagement, dimana peneliti harus menetap di suatu 

wilayah yang menjadi lokasi penelitian dengan kurun waktu cukup 

lama, lamanya waktu penelitian tidak dapat ditentukan secara pasti 

tergantung pada cakupan masalah dalam penelitian. Dengan tujuan: 

1) Menumbuhkan kepercayaan dari subjek yang diteliti; 

2) Memahami atau mengalami sendiri kerumitan situasi; 

3) Menghindari gangguan dari pihak lain akibat keberadaan 

peneliti di lapangan. 

b. Persistent Observastion, adalah observasi yang dilakukan dengan 

cara terus-menerus untuk memahami suatu gejala dengan lebih 

mendalam untuk menetapkan aspek-aspek yang penting dan tidak 

agar kemudian dapat memusatkan perhatian pada aspek-aspek 

yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. 

c. Tringulation, adalah melakukan verifikasi penelitian dengan 

melihat dari berbagai sudut dan menggunakan metode-metode 

pengumpulan data, juga berbagai sumber data yang terpercaya.  

d. Pear Debrieffing, adalah peneliti melakukan verifikasi kepada 

kolega (bukan partisipanl yang mengetahuil lapangan tempatl 

penelitian). Dalam hal ini kolegal tersebut diberikan kesempatan 

untuk menanyakan berbagai hal tentang penelitian hingga peneliti 

 
9 Hardiani, dkk, Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif, (Yogyakarta: CV. Pustaka 

Ilmu, 2020), h. 199-200 
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dapat mengambil kesimpulan-kesimpulan sementara dan 

kemungkinan adanya penyimpangan. 

e. Negativel Case lAnalysis, merupakan langkah-langkah analisisl yang 

digunakanl oleh penulis untukl memperhalus kesimpulan-

kesimpulanl hingga diperoleh kepastianl berlakunya kesimpulan 

tersebut terhadap semua kasus, sehingga diperoleh kesimpulan 

pada akhir penelitian yang menggambarkan relita dil lapangan. 

f. Referenciall Adequacy lChecks, penulis melakukan pengarsipan 

datal yang telah dikumpulkanl selama penelitianl berlangsung. Arsip 

inil yang kemudian digunakan sebagail bahan referensil untuk 

mengkaji apakahl data tersebut dapat dipercaya atau ltidak. Apabila 

adal kesesuaian antaral data dengan kesimpulanl hasil penelitianl 

yang telah melalui prosesl validasi makal dapat dikatakanl bahwa 

kesimpulanl penelitian tersebut dapat dipercayal (credible).  

g. Memberl Check, adalah teknikl yang melibatkan partisipan (subjek 

penelitian) untuk me-review kembali hasil penelitian. Teknik ini 

dilakukan dengan melibatkan subjek penelitian untuk me-review 

data atau informasi, interpretasi dan laporan hasil penelitian yang 

telah disiapkan oleh peneliti. Apabila subjek penelitian telah setuju 

maka kesimpulan hasil penelitian dapat dikatan credible. 

2. Transfermbility 

Dengan Teknikl ini penelitil akan melaporkanl hasil penelitianl seteliti 

danl secermat mungkinl yang menggambarkanl konteks tempatl penelitian 

diselenggarakanl dengan mengacul pada fokusl penelitian. Denganl uraian 

rincil terungkap segalal sesuatu yangl dibutuhkan olehl pembaca agarl dapat 

memahamil temuan-temuanl yang diperolehl peneliti. Agar dapat 

disimpulan bahwal peneliti dapat ditransferl ke dalam konteks lain maka 

calon penggunaan hasil penelitian harus membandingkan sendiri konteks 
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dimana penelitian itu dilakukan dengan konteks dimana hasil penelitian 

akan diterapkan.10 

3. Dependability 

Keriteria ini dilakukan untuk mengkaji apakah hasil penelitian tersebut 

memiliki value yang tinggi atau tidak, hal ini dilakukan dengan menilai 

kualitasl proses yangl ditempuh olehl peneliti hingga tahap hasill penelitian. 

Proses ini dilakukan dengan melihat apakah peneliti sudah berhati-hati dan 

tidak membuat kesalahan dalam: 

a. Membuat konsep dan merancang rencana penelitian; 

b. Mengumpulkan data; 

c. Menafsirkan data danl informasi yangl telah dikumpulkanl selama 

penelitianl di lapanganl ke dalam suatu laporan penelitian. 

4. Confirmability (Uji Konfirmabilitas) 

Marisce dalam penelitiannya yang berjudul Teknik pemeriksaan 

keabsahan data dalam penelitian kualitatif di bidang kesehatan masyarakat 

menjelaskan bahwa Konfirmabilitas diartikan sebagai konsep 

intersubjectivitas (konsep transparansi), yang merupakan bentuk 

ketersediaan peneliti dalam mengungkapakan kepeda public mengenai 

bagaimana proses dan elemen-elemen dalam penelitiannya, yang 

selanjutkan memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk melakukan 

penilaian hasil temuannya sekaligus memperoleh persetujuan diantara 

pihak tersebut. Konfirmabilitas merupakan suatu proses kriteria 

pemeriksaan, yaitu langkah apa yang dipilih oleh peneliti dalam 

melakukan konfirmasi hasil temuannya.11 

Dalam penelitian ini Penulis memilih Credibilitas sebagai uji keabsahan 

datanya dengan Teknik Member Check. Dimana peneliti melibatkan subjek 

 
10 Hardiani, dkk, Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif, (Yogyakarta: CV. Pustaka 

Ilmu, 2020), h. 206 
11 Arnild Wugina Marisce, Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian 

Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat.Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat. Vol. 12, Edisi 3, 

2020, h. 150 
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penelitian (Manager Operasional, Account Officer (OA) & Remedial LKMS 

BMT KUBE Sejahtera 001 dan pelaku UMKM) untuk me-review data, 

informasi, interpretasi dan hasil penelitian, sehingga didapatkan kesimpulan 

hasil penelitian yang credible.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Sejarah Singkat Perusahaan 

Koperasi Serba Usaha Syariah (KSU)LKMS BMTl KUBE Sejahteral 

001(Selanjutnya disingkat LKMS BMTl KUBE Sejahteral 001) merupakanl 

lembaga keuanganl mikro syariahl yang berlokasil di Jalan Pengabdian lNo. 

298 Desa Bandar Setia dan memiliki satu cabang di Jalan Utama Desa 

Kolam. Didirikan pada 17 Oktober 2004l oleh 28l Pendiri yang berasal daril 

Aghniya danl tokoh masyarakatl Desa Bandarl Setia termasukl juga Pinbuk 

dan 12l Kelompok Usahal Bersama (KUBEl) yang tersebarl di sepuluh 

dusun yang ada dil Desa Bandarl Setia. Pembentukan LKMS KUBE 

Sejahtera 001 dilatarbelakangi oleh keinginan untuk mengurangi angka 

kemiskinan yang menjadi masalah pokok nasional dan menjadi perioritas 

uatama dalam pembangunan kesejahteraan nasional, kemudian tekad daril 

Dapartemen Sosial dalaml penanganan program bantuan kepada fakirl 

miskin agarl tepat sasaran serta dapat dilaksanakan secara sistematis, 

professional, amanah dan berkelanjutan. 

LKMS BMT KUBE Sejahtera 001 dibentuk dengan modall awal lRp. 

16.500.000,- (enam belas jutal lima ratusl ribu rupiahl) yang berasal daril 

pendiri (Aghniya) dan Rp. 187.000.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta 

rupiah) yang bersal dari Dapartemen Sosial RIl Direktorat Jendrall 

Banjamsos yang bekerjasama denganl Pusat Inklubasi Bisnis Usahal Kecil 

(Pinbukl) dalam programl “Pemberdayaan Fakirl Miskin melaluil KUBE 

danl Non KUBEl”. Program ini dilakukan dengan memberikan pembiayaan 

modal dan mendorong kegiatan menabung kepada usaha-usaha produktif 

untuk meningkatkan kualitas kegiatan usahanya sehingga adapat 

meningkatkan perekonomiannya.  
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Per April 2010 dana yang telah disalurkan LKMS BMT KUBE 

Sejahtera 001 kepada anggota binaan (KUBE) dan Non KUBE adalah 

sebasar Rp. 1.743.583.338,- (satu miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta 

lima ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah) 

dengan jumlahl anggota binaanl sebanyak 19 kelompok yangl berada di 

Desa Bandarl Setia, Desal Kolam, Desal Percut danl jumlah anggota Nonl 

Kube sebanyakl 761 lorang.  

2. Ruang Lingkup Perusahaan 

Dalam menjalankan kegiatannya, ruang lingkupl kegiatan LKMSl BMT 

KUBEl Sejahtera 001l adalah sebagai berikut: 

a. Pengembangan usahal mikro desa sehinggal menghidupkan 

ekonomil desa; 

b. Pengenalan Manajemenl pengelolaan BMTl KUBE juga mekanismel 

pengajuan lpembiayaan; 

c. Mengenalkan administrasi pengelolaan keuangan secara sederhana 

dalam kegiatan usaha KUBE dan dalam pengelolaan BMT KUBE; 

d. Mengenalkan teknologi informasi terutama bagi pengelola dengan 

adanya penerapan komputerisasi penggunaan software yang 

sederhana; 

e. Penggalangan Simpanan dengan mendorong anggota KUBE 

khususnya dan Masyarakat sekita pada umumnya untuk menabung 

guna menolong diri sendiri dan sesama anggota KUBE; 

f. Pembinaan Ruhiyah dengan mendorong anggota KUBE khususnya 

dan Masyarakat pada umumnya untuk lebih mendekatkan diri 

kepada Alah SWT sehingga memberikan motivasi untuk selalu 

bersyukur. 

3. Visi dan Misi LKMS BMT KUBE Sejahtera 001 

LKMS BMTl Kube Sejahteral 001 memiliki visi “menjadi lembagal 

yang lmandiri, sehat, lkuat, terpercaya danl adil dalaml melayani kegiatanl-
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kegiatan yangl bersifat sosiall maupun bisnisl untuk menujul kehidupan 

Masyarakatl yang ladil, Makmur dan sejahteral materil dan lspiritual.” 

Sejalan dengan itu, LKMS BMT KUBE Sejahtera 001 juga memiliki 

misi sebagai berikut: 

a. Membangunl keswadayaan Masyarakatl dan pengorganisasianl BMT 

danl KUBE secaral berkelanjutan; 

b. Mengembangkan pemberdayaanl sosial Masyarakatl yang terpadul 

dalam usahal ekonomi produktifl masyarakat; 

c. Menciptakan kemudahanl akses permodalanl bagi pengusahal kecil 

agarl Tangguh danl professional sehingga mampu menjangkaul 

peluang, informasil dan sumberl dana untukl pengembangan 

lusahanya; 

d. Mengembangkan sumberl daya manusial dan sumberl daya ekonomil 

Masyarakat danl Usaha Mikrol serta pengembangannyal 

4. Karakteristik LKMS BMT KUBE Sejahtera 001 

LKMS BMT KUBEl Sejahtera 001l memiliki karakteristik sebagai 

berikut: 

a. Mandiri, Swadayal dan mampul membiayai usahal sendiri tanpal 

harus mengurangil dana programl 

b. Profesional, dikelolal dengan menggunakanl teknologi canggihl 

(softwere), penuh waktul bukan pekerjaanl sambilan (Fulltimel) 

c. Mengakar dil masyarakat, dimilikil dan dikelolal masyarakat 

setempatl sehingga tumbuhl rasa memilikil tanggung jawabl 

d. Kekeluargaan danl kebersamaan, menumbuhkanl rasa kekeluargaanl 

dan kebersamaanl diantara paral anggota KUBEl dalam Rumpunl 

dan Balaml setiap minggunyal  

e. Solidaritas lsesama, pengumpulan IKSl pada setiapl pertemuan 

denganl tujuan membantul anggota untukl perobatan secaral gratis 

padal klinik yangl sudah lditujukan. 
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5. Produk LKMS BMT KUBE Sejahtera 001 

a. Produkl Simpanan (Fundingl) 

Pelayanan jasal penyimpanan dana yang dijalankan olehl LKMS 

BMT KUBE Sejahtera relatif beragam sesuai dengan apa yang 

dibutuhkan oleh masyarakat. Didasari oleh akad wadi’ah dan 

Mudharabah, beberapal produk simpanan LKMSl BMT KUBEl 

Sejahtera 001l adalah sebagai berikut: 

1) Tabunganl Tamara (Tabunganl Mandiri Sejahteral) yang 

merupakan tabungan wajibl bagi setiap anggotal LKMS BMT 

KUBE Sejahtera 001 ataupun calon anggota LKMS BMT 

KUBE Sejahtera 001 

2) Tabunganl Tadika (Tabunganl Pendidikan Aanak) yang 

merupakan tabunganl Pendidikan anakl dimulai dari Taman 

Kanak-Kanak hingga ke perguruan tinggi dengan rincian 

sebagai berikut: 

a) Setoran awall minimal adalah lRp. 20.000l 

b) Setoran selanjutnyal minimal lRp. 5.000 

c) Penarikan/setoran dapatl dilakukan setiapl saat 

d) Bebasl biaya bukul dan administrasil bulanan. 

3) Tabungan Tajakal (Tabungan Berjangkal)/ Deposito, merupakan 

tabunganl dengan jangka waktu tertentu untuk penarikan. 

4) Tabungan Taduri (Tabunganl Idul Fitril), yaitu simpananl yang 

diniatkanl untuk kebutuhanl hari lebaranl dan hanyal bisa diambill 

sesaat menjelangl lebaran 

5) Tahajudl (Qurban), merupakan simpananl yang diniatkanl untuk 

kebutuhanl Qurban dil Hari Rayal Idul Adhal 

b. Produkl Pembiayaan (Funding) 

Tidak hanya sekadar menjadi lembaga keuanganl non-bankl yang 

bergerak dalam bidang lsosial, BMT juga menjadil lembaga bisnisl yang 

berperanl membangun dan meningkatkan sisteml perekonomian lumat.  
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Pembiayaan merupakan salah satu fasilitas yang ditawarkan oleh 

BMT kepada anggotanya juga masyarakat sekitar sebagai modal dan 

dana pendukung usaha yang sedang dijalankan. Pada LKMS BMT 

KUBE Sejahtera 001, terdapat beberapa bentuk pembiayaan yang 

diberikan, yaitu: 

1) Pembiayaanl Mudharabah, adalah pembiayaan yangl dilakukan 

berdasarkan kesepakatan antaral nasabah danl pemilik danal 

(shahibul maall yang dalam hal ini adalah pihak LKMS BMT 

KUBE Sejahtera 001), besar nisbah bagil hasil berdasarkan 

pada kesepakatanl diantara kedua belahl pihak 

2) Pembiayaan lMurabahah, pada LKMS BMT KUBE Sejahtera 

001, pembiayaan Murabahah dibagi menjadil dua lyaitu: 

a. Murabahah KUBE, pembiayaanl murabahah KUBE adalah 

pembiayaanl dengan akad murabahah (jual-beli) yang 

diberikan kepada anggota Kelompok Usaha Bersama 

(KUBE) LKMS BMT KUBE Sejahtera 001 

b. Murabahah Non-KUBE, adalah pembiayaanl yang 

diberikanl kepada masyarakatl dengan akad murabahah 

(Juall-beli) 

3) BBA, merupakan pembiayaan yang diperuntukkan untuk 

pembelian barang usaha, dimana pihak LKMS BMT KUBE 

Sejahtera 001 membelikan danl menjual kepadal anggota 

denganl harga yangl disepakati danl pembayaran dilakukan oleh 

nasabah dengan cara diangsurl 

4) Qardhull Hasan, merupakan pinjamanl kebijakan yang diberikanl 

oleh LKMS BMTl KUBE Sejahtera 001 kepada anggotal yang 

kemudian harusl dikembalikan padal waktu yangl telah 

ditentukan pada saat akad, namun pengembalian tidak disertai 

dengan keuntungan oleh LKMS BMT KUBE Sejahtera 001, 

artinya nasabahl hanya mengembalikanl sebesar pinjaman yangl 

ia lterima. 
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6. Logo dan Makna LKMS BMT KUBE Sejahtera 001 

Logol dalam sebuah perusahaan menjadi sebuah identitas dan tujuan 

dari perusahaan tersebut. Berikut logo LKMSl BMT KUBEl Sejahtera l001: 

 

Gambar 4.1 

Logo Perusahaan 

Adapunl makna daril logo LKMS BMT KUBEl Sejahtera 001l adalah 

sebagai lberikut: 

a. Filosofil bentuk/gambarl logol 

1) lLingkaran, melambangkanl berkembangnyal pemberdayaan 

usahal kecill mikrol 

2) Bingkail lislami, melambangkanl lembaga keuanganl Syariahl 

yangl kuat, lmandiri, sehatl danl terpercaya 

b. Filosofi warnal logo: 

1) Warnal dasar putihl (transparan), memiliki makna 

transparansi danl amanah dalam menjalankan perusahaan 

2) Warna biru, memiliki makna bahwa perusahaan memberi 

dan membaca kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah 

di alam semestal 

3) Bingkail islami yang berwarnal emas, melambangkanl 

kemulian. 
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7. Struktur Organisasi LKMS BMT KUBE Sejahtera 001 

Adapun struktur organisasil LKMS BMTl KUBE Sejahteral 001 ladalah: 

 

Gambar 4.2 

Struktur Organisasil LKMS BMT KUBE Sejahtera 001 

8. Job Description Bagian-Bagian di LKMS BMT KUBE Sejahtera 

001 

Dalam sebuah perusahaan, terdapat beberapa jenis bidang kerja yang 

juga memiliki beberapa tugas pokok masing-masing sesuai dengan jabatan 

yang diperoleh. Job Description (deskripsi tugas) sangat dibutuhkan dalam 

struktur organisasi sebuah perusahaan, dengan tujuan masing-masing 

jabatan dapat mengidentifikasi pekerjaan dan melaksanakan tugas sesuai 

dengan jabatan yang diperolehnya.  

Adapun uraian tugas pokok dari masing-masing bagian di LKMS 

BMT KUBE Sejahtera adalahl sebagai lberikut: 

a. Rapatl Anggota Tahunanl (RAT) 
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Rapatl anggota tahunanl (RAT) adalah pemegang kekuasaanl 

tertinggi pada sebuah BMT. Dalaml rapat tersebut, dilakukan 

pembuatanl program kerjal BMT. RAT memiliki tugas pokok sebagai 

berikut: 

1) Menetapkanl Anggaran Dasarl/ARTl 

2) Menetapkanl kebijakanl umuml dibidang lorganisasi, manajemenl 

danl usaha BMT 

3) Menyelenggarakanl lpemilihan, pengangkatanl dan 

pemberhentianl baik pengurusl maupun pengawasl 

4) Menetapkanl rencana lkerja, rencana anggaranl pendapatan danl 

belanja koperasil serta pengesahanl laporan keuanganl 

5) Mengesahkanl laporan pertanggungjawabanl pengurus danl 

pengawas dalaml melaksanakan tugasnyal 

6) Menentukanl pembagian sisal hasil usahal 

7) Menetapkanl keputusan lpenggabungan, peleburan danl 

pembubaran lBMT. 

b. Badanl Pengawas 

Pengawas adalahl pihak yang lmengawasi, memeriksa dan 

memastikan kegiatan BMT berjalan denganl baik danl sesuai denganl 

apa yangl telah direncakanan. Badan pengawas juga melakukan 

evaluasi kebijakan dari pengurus dan bertanggung jawab terhadap 

RAT. Badan pengawas memiliki tugas sebagai berikut: 

1)  Melakukan pemeriksaan terhadap tata kehidupan BMT. Baik 

dalam hal organisasi, usahal-usaha juga pelaksanaanl kebijakan 

pengurus 

2) Membuatl laporan tertulisl mengenai pemeriksaan kinerjal 

pengurus danl karyawan kepadal anggota BMT. Pengawasl 

bertindak sebagail orang kepercayaanl bagi anggota untukl dapat 

menjaga hartal kekayaan anggotal dan karyawanl BMT 
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3) Bertanggungl jawab penuhl kepada Anggotal BMT dalam RAT, 

baikl RAT tahunanl maupun RATl incidental. 

c. Pengurusl 

Pengurusl BMT dipilih daril dan olehl anggota dalaml RAT, 

pengurus BMT dipilih apabila memenuhi beberapa persyaratanl 

sebagai lberikut: 

1) Mempunyail kemampuan dan pegetahuan tentangl BMT, jujur, 

loyal danl berdedikasi terhadapl BMT 

2) Mempunyail keterampilan kerjal dan wawasanl usaha sertal 

kewirausahaan 

3) Sudahl menjadi anggotal BMT sekurang-kurangnyal dua tahunl 

4) Memilikil Pendidikan lformal, minimal Sekolah Menengah Atas 

(SMA) ataul sederajat 

Pengurusl BMT memiliki tugas sebagai berikut: 

1) Menyelengggarakan dan mengendalikan usaha BMT 

2) Melakukan seluruh perbuatan hukum atas nama BMT 

3) Mewakili BMT di dalam dan di luar pengadilan 

4) Menadakan RAT serta mempertanggungjawabkan pelaksanaanl 

tugas kepengurusanl 

5) Memelihara kerukunanl di antaral anggota danl mencegah segalal 

hal yangl menyebabkan perselisihanl 

6) Memutuskan Penerimaanl anggota lbaru, penolakan anggotal 

serta pemberhentianl anggota BMT. 

d. Manajer 

Manajer adalah orang yang berwenang dan bertanggung jawab 

membuat rencana, mengatur, memimpin, dan mengendalikan 

pelaksanaannya untuk mencapai sasaran tertentu. Manajer memiliki 

tugas pokok sebagai berikut: 
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1) Melaksanakanl kebijakan umuml yang telahl dibuat pengurusl 

dan disetujuil RAT 

2) Menyusunl rancangan langgaran, dan rencanal jangka pendekl 

dan jangkal Panjang yang kemudian akan disampaikanl kepada 

pengurusl untuk dibawal dalam RAT 

3) Mengarsipkanl seluruh dokumenl-dokumen, suratl-surat sertal 

notulensi rapat secaral baik 

4) Menyetujuil pembiayaan yangl jumlahnya tidakl melampau batas 

wewenangl manajemen 

5) Melakukan pemantauanl dan pengawasanl terhadapl operasionall 

LKMS BMTl KUBEl Sejahteral 001 

6) Meningkatkanl pendapatanl dan menekanl biayal 

7) Mengusulkan tentangl penambahan, lpengangkatan, 

pemberhentian, karyawanl sesuai denganl kondisi dal kebutuhan 

operasionall LKMS BMTl KUBE Sejahteral 001 kepada 

pengurus 

8) Menyelesaikan secepatnyal apabila terdapat masalahl yang 

berkaitanl dengan lmitra. 

e. Bagian pembiayaanl 

Bagian pembiayaan bertanggungl jawab atas prosesl pembiayaan, 

pembuatan akad danl surat-menyurat. Bagian pembiayaan memiliki 

tugas pokok sebagai berikut: 

1) Melayanil persetujuan pembiayaan paral anggota danl mitra 

2) Membantul menyelesikan pembiayaan bermasalahl 

3) Memastikanl analisis pembiayaanl telah dilakukanl sesuai 

prosedurl 

4) Mengarsipkanl seluruh berkasl pembiayaanl 

5) Mendatal jaminanl pembiayaanl 

6) Membuatl suratl teguranl dan peringatanl kepadal mitral yang 

telahl melewati batas jatuh tempol 
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7) Mengontroll masa berlakunyal persyaratan permohonanl 

pembiayaan 

8) Membuatl laporan pembiayaanl bulanan 

f. Bagian Administrasi 

Bagian administrasi (admisntrator) adalah orang yang bertugas 

untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan administrasi nasabah 

dan juga mitra. Tugas pokok bagian administrasi adalah: 

1) Menanganil suluruh surat yang masukl dan keluarl BMT 

2) Mengadakan administrasil perkantoran 

3) Membuatl slip bukul tabungan danl angsuran 

4) Membuatl surat permohonanl 

5) Membuatl surat peringatanl dan suratl keputusan 

6) Menyiapkanl kelengkapan akad, pembiayaanl dan simpananl 

7) Menyiapkanl arsip 

8) Bertanggung jawabl terhadap terlaksananya peraturanl kantor 

danl peraturan karyawanl 

9) Menyiapkanl jaminan nasabahl pembiayaan dan dokumenl 

lainnya 

10) Mencatatl penambahan dan penguranganl inventaris karyawan 

11) Melayani nasabah yang melakukan protes dan pernyataan lain 

12) Mempersiapkan dan menindaklanjuti buku ltabungan, angsuran, 

depositol dan sertifikatnyal 

13) Mencatat ataul menyimpan datal anggota barul 

g. Bagain akuntansi 

Tugas pokok akuntan adalah sebagai berikut: 

1) Membuat laporan keuangan LKMS BMT KUBE Sejahtera 001 

2) Mengarsipkan laporanl keuangan danl berkas-berkasl yang 

berkaitanl dengan keuanganl 
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3) Menyediakan datal-data yangl dibutuhkan untukl melakukan 

analisis keuanganl LKMS BMT KUBEl Sejahtera 001l 

4) Menerbitkan laporanl keungan atas persetujan manajer 

h. Teller 

Teller merupakan pegawai yang melakukan fungsil pelayanan 

transaksil loket tunail dan nonl tunai. Tugas pokok Teller adalah sebagai 

berikut: 

1) Mengaturl proses pembukaanl dan pembuatanl buku tabunganl 

2) Mengaturl proses persiapanl alat bantul transaksi 

3) Merekapl data-datal yang diberikanl oleh AO kepadal Teller 

4) Menyusunl laporan ataul berkas kel dalam databasel anggota 

5) Melayanil anggota dalaml pembayaran danl penerimaan uangl tunai 

danl tidak ltunai. 

B. Implementasi Inklusi Keuangan pada Penyaluran Pembiayaan 

UMKM Di LKMS BMT KUBE Sejahtera 001 

Pemberdayaan masyakarat miskin dan kelompok masyarakat marginal tak 

pernah lepas dari kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dengan 

tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Beberapa upayal yang berbeda 

juga telahl dilakukan olehl pemerintah untukl mendorong danl mewujudkan 

inklusil keuangan dil Indonesia. Seperti halnya mendorong masyarakat untuk 

dapat menggunakan, mengakses dan menikmati layanan keuangan sekurang-

kurangnya dengan membuka akun pada sebuah lembaga keuangan formal agar 

apabila pemerintah mengeluarkan bantuan untuk masyarakat kecil, dapat 

diterima secara langsung melalui rekening-rekening lembaga keruangan 

formal tersebut.  . 

Salah satu fasilitas yang diberikan kepada masyarakat, di tahun 2007-2014 

pemerintah meluncurkan KUR sebagai pembiayaan bagi UMKM yang 

memiliki bidangl usaha lproduktif, inovatif dan layakl (feasible), namunl 
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terkendala ataupun memiliki keterbatasan dalaml memenuhi segala persyaratan 

yangl ditentukan oleh perbankan. 

Inklusi keuangan merupakan program pemerintah yang berfokus pada 

pemberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat dari berbagai lapisan 

agar dapat menggunakan berbagai fasilitas lembaga keuangan formal. Secara 

nasional inklusi keuangan dirumuskan untuk mewujudkan sistem keuangan 

yang dapat diakses seluruh lapisan masyarakat terutama kelompok masyarakat 

miskin, marginal dan juga pelaku UMKM agar terciptanya stabilitasi sistem 

keuangan di Inonesia. 

BMT sebagai lembaga keuangan paling strategis dan paling dekat dengan 

masyarakat yang berada di pedesaan, mendukung penyaluran permodalan 

kepada masyakat, terutama yang berada di pedesaan dan kebanyakan masih 

unbanked.  

Fair Finance Guide International (FFGI) mengembangkan metodelogi 

mengenai inklusi keuangan yang harusl dilakukan olehl lembaga keuangan 

dalam hall pemberian lkredit. Indikator inklusi keuanganl tersebut disandingkan 

dengan hasil peneitian yang dilakukan oleh penulis sebagai berikut 

1. Lembaga keuangan memiliki kebijakan, layanan dan produk yang 

dikhususkan untuk masyarakat miskin dan kelompok marginal. 

LKMS BMT KUBE Sejahtera 001 dengan misi menciptakan 

kemudahanl akses permodalanl bagi pengusahal kecil agarl mampu 

berdikari, tangguh danl profesional. Pada dasarnya, LKMS BMT KUBE 

Sejahtera 001 dibentuk oleh sekelompok tokoh masyarakat yang berada di 

Desa Bandar Setia untuk mengurangi angka kemiskinan masyarakat 

sekitar.  

Dalam hal pemberian modal, LKMS BMT KUBE Sejahtera 001 terdiri 

dari beberapa kalangan dan bidang usaha, diantaranya adalah pedagang, 

pengrajin, petani dan pelaku UMKM lainnya yang berlokasi di sekitar 
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Kecamatan Percut Sei Tuan, terutama masyarakat desa Bandarl Setia, dan 

desal Kolam. 

Murabahah KUBE danl Murabahah Non KUBEl adalah dua produk 

pembiayaan permodalan yang dikhususkan kepada UMKM yang 

cenderung enggan dan merasa sulit mengakses pembiayaan pada lembaga 

keuangan makro. Dua produk tersebut berdiri guna mendukung program 

inklusi keuangan dengan tujuan memberikan akses dan kemudahan bagi 

masyarakat miskin, marginal dan UMKM dalam hal mendapatkan 

pembiayaan permodalan agar tidak berhubungan dengan rentenir. 

Berjalannya pembiayaan Murabahah KUBE dan Murabahah Non 

KUBE diikuti dengan kesepakatan antara pihak UMKM dan pihak LKMS 

BMT KUBE Sejahtera 001 untuk saling percaya dan disiplin, baik dalam 

hal pemberian modal maupun pengembalian modal, agar operasional dapat 

berjalan dengan lancar, dengan lancarnya operasional maka semakin 

besarnya peluang UMKM di desa Bandar Setia, desa Kolam dan yang 

berada di sekitar Kecamatan Percut Sei Tuan yang belum mengakses 

lembaga keuangan untuk mendapatkan fasilitas keuangan terutama dalam 

hal permodalan.1 

2. Lembaga keuangan memiliki cabang di pedesaan 

Untuk memastikan bahwa layanan lembaga keuangan makro dan 

mikro sungguh-sungguh menjangkau masyarakat miskin, marginal dan 

UMKM maka diperlukan komitmen dari lembaga keuangan tersebut untuk 

hadir ditengah masyarakat terutama di daerah pedesaan. Kehadiran 

lembaga keuangan di tengah-tengah kelompok masyarakat miskin, 

marginal dan UMKM dengan pembuakaan cabangl di lokasil yang mudahl 

dijangkau masyarakatl menjadi tolak ukur yangl objektif bagi kemudahan 

masyarakat untuk mengakses lembaga keuangan tersebut. 

 
1 Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Winarti selaku Manajer LKM BMT KUBE 

Sejahtera 001 pada tanggal 20 September 2021   
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LKMS BMT KUBEl Sejahtera 001l berlokasi di Jalanl Pengabdian No. 

298 desal Bandar Setial dan memiliki satu cabang di Jalan Utama desa 

Kolam. Lokasi yang strategis ini memudahkan masyarakat yang berada di 

kecamatanl Percut Seil Tuan terutama yang berada dil desa Bandarl Setia 

dan desa Kolam untuk menjangkau dan mendapatkan fasiltas keuangan 

khususnya dalam hal permodalan dari lembaga keuangan formal, 

mengingat lembaga keuangan makro masih berpusat di perkotaan dan area 

komersial seperti pusat bisnis dan perbelanjaan. 

Namun, LKMS BMT KUBE Sejahtera hanya memberikan pembiayaan 

bagi mayarakat yang berdomisili disekitar Kecamatan Percut Sei Tuan 

terutama desa Bandar Setia dan juga desa Kolam, dengan tujuan masih 

dapat meantau perkembangan usaha yang telah diberikan permodalan.  

3. Lembaga keuangan memiliki kebijakan untuk mengungkapkan 

hak klien, dan risiko produk atau jasa (termasuk risiko lebih 

hutang) yang ditawarkan kepada klien dengan tingkat melek 

huruf yang rendah dan UMKM 

Kelompok masyarakat miskin, marginal dan UMKM masih memiliki 

tingkat melek huruf yang rendah jika dibandingkan dengan masyarakat 

yang berada di perkotaan. Hal ini menjadi hambatan bagi masyarakat 

dalam mengakses lembaga keuangan formal. Proses yang rumit dan 

bahasa yang sulit dimengerti membuat mereka enggan memiliki lembaga 

keuangan formal.  

Pembinaan yang diberikan oleh LKMS BMT KUBE Sejahtera 001 

kepada pelaku UMKM yang termasuk ke dalam KUBE dilakukan sekali 

dalam seminggu bertujuan untuk memberikan literasi dan edukasi 

mengenai pembiayaan yang akan di ambil nantinya. Bagi pelaku UMKM 

yang merupakan anggota KUBE wajib mengikuti minimal 5 (lima) kali 

pertemuan agar dapat mengajukan permohonan permodalan. Namun, sejak 

pandemi covid-19 di tahun 2020, kegiatan pembinaan dihentikan, 
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mengingat adanya larangan berkumpul, pihak LKMS BMT KUBE 

Sejahtera 001 lebih memfokuskan kepada pembiayaan Murabahah Non 

KUBE.   

Kemudian bagi masyarakat yang bukan merupakan anggota KUBE 

namun menjadi nasabah pembiayaan Murabahah Non KUBE, pihak 

LKMS BMT KUBE Sejahtera juga memberikan pengarahan dan 

penjelasan, namun hanya mengenai pembiayaan yang akan dijalani untuk 

memupuk pemahaman sehingga tidak terdapat miss comunication 

kedepannya.  

Jika terdapat masyarakat yang mengalami kendala dalam hal membaca 

dan menulis, maka pihak LKMS BMT KUBE Sejahtera 001 akan 

memberikan penjelasan kepada ahli waris dari pelaku UMKM tersebut, 

dan apabila mengalami kendala dalam hal menuliskan tanda tangan maka 

pihak UMKM diperbolehkan menggunkan cap jempol sebagai pengganti 

tanda tangan.2 

4. Syarat dan kondisi lembaga keuangan disediakan untuk klien 

dalam bahasa nasional/lokal 

Untuk memperoleh permodalan dari LKMS BMT KUBE Sejatera 001 

baik pada pembiayaan Murabahah KUBE maupun Murabahha Non 

KUBE masyarakat yang mempunyai usaha yang sedang dijalankan, 

kemudian, menjadi anggtoa LKMS BMT KUBE Sejahtera 001 dengan 

cara membuka rekening tabungan dengan simpanan awal sebesar Rp. 

50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Masyarakat juga wajib melengkapi 

persyaratan seperti mengisi formulir pembiayaan, Pas Photo dengan 

ukuran 3X4, menyertakan fotokopi KTPl (Kartu Tandal Penduduk) dan KKl 

(Kartu Keluargal). Semua persyaratan menggunakan bahasa Indonesia, 

namun pada saat penjelasan dan saat memberikan edukasi pihak LKMS 

 
2 Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Nuraini Account Officer (AO) & Remedial LKMS 

BMT KUBE Sejahtera 001 pada tanggal 20 September 2021  
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BMT KUBE Sejahtera 001 juga menggunakan bahasa lokal yang 

digunakan oleh masyarakat sehari-hari. 

Setelah persyaratan dilengkapi oleh calon pemerima modal, pihak 

BMTl melakukan Survei kel lokasi usahal untuk meninjau dan melihatl 

kondisi usaha yangl sedang dijalankan oleh calon peminjam dan 

menentukan layak atau tidaknya usaha tersebut menerima pembiayaan 

Murabahah KUBE ataupun Non KUBE. Semua tahapan dilakukan dalam 

waktu paling cepat 3 hari kerja dan paling lama 7 hari kerja (seminggu). 

5. Lembaga keuangan membebankan biaya yang sangat rendah 

Dalam memberikan permodalan, pihak LKMS BMT KUBE Sejahtera 

001 memberikan persyaratan kepada masyarakat yang ingin memperoleh 

pembiayaan murabahah KUBE dan Murabahah Non KUBE untuk 

membuka rekening tabungan dengan simpanan awal sebesar Rp. 50.000,- 

(Lima puluh ribu rupiah).  

Kemudian, saat proses pembiayaan, peminjam dikenakan biaya 

administrasi untuk pembelian materai 10.000 dan biaya asuransi terhadap 

pembiayaan tersebut. Biaya tersebut dibebankan pada uang yang akan 

diterima nasabah, sehingga otomatis langsung mengurangi jumlah modal 

yang diterima si peminjam.3 

Baik dalam pembiayaan Murabahah KUBE maupun Murabahah Non 

KUBE besar margin yang ditetapkan adalah sama besar yaitu sekitar 2,5% 

hingga 3% untuk sistem pembayaran tahunan ataupun bulanan.4 

 
3 Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Winarti selaku Manajer LKM BMT KUBE 

Sejahtera 001 pada tanggal 20 September 2021   
 
4 Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Nuraini Account Officer (AO) & Remedial LKMS 

BMT KUBE Sejahtera 001 pada tanggal 20 September 2021  
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6. Lembaga keuangan memiliki kebijakan untuk meningkatkan 

literasi finansial kepada kelompok berpenghasilan rendah, 

marginal dan UMKM 

Dalam meningkatkan literasi finansial, LKMS BMT KUBE Sejahtera 

memberikan pembinaan kepada Ibu rumah tangga, Pelaku UMKM yang 

termasuk ke dalam KUBE. Pembinaan ini dilakukan sekali dalam 

seminggu tepatnya di hari senin, selain bertujuan untuk meningkatkan 

literasi finansial, kegiatan ini juga ditujukan untuk meningkatkan 

keakraban antar anggota KUBE. 

Dalam kegiatan ini, pihak LKMS BMT KUBE Sejahtera 001 

memberikan edukasi tentang pengembangan usaha, pembuatan laporan 

keuangan sederhana dan edukasi mengenai produk-produk Syariah, 

kemudian kegiatan ini juga diselingi dengan kajian-kajian islami.5 

Selain kegiatan pembinaan, LKMS BMT KUBE Sejahtera 001 juga 

melakukan memonitor pergerakan dana yang telah disalurkan, kebijakan 

ini dilakukan guna memastikan bahwa permodalan yang telah diberikan 

tersebut digunakan untuk pengembangan usaha (tepat guna). Kegiatan ini 

dilaksanakan dengan mengunjungi UMKM yang menjadi binaan.6  

7. Lembaga keuangan tidak memerlukan agunan untuk pinjaman 

UMKM 

Menurut Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 

23l/69/KEPl/DIR tanggall 28 Februaril 1991 menyebutkanl bahwa agunanl 

adalah jaminan lmaterial, surat lberharga, garansi risiko yangl disediakan 

oleh nasabahl untuk menanggungl pembayaran kembalil suatu lpembiayaan.7 

 
5  Hasil wawancara penulis dengan Ibu Winarti selaku Manajer LKM BMT KUBE 

Sejahtera 001 pada tanggal 20 September 2021   
6 Hasil wawancara penulis dengan Ibu Nuraini Account Officer (AO) & Remedial LKMS 

BMT KUBE Sejahtera 001 pada tanggal 20 September 2021  
7 A. Wangsawidjaja Z., Pembiayaan Bank Syariah, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 

2012, h. 285-288  
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Dalam hal lagunan, LKMS BMT KUBE Sejahtera 001 mewajibkan 

agunan bagi pelaku UMKM yang bukan termasuk dalam KUBE jika 

pembiayaan modal yang diajukan di atasl Rp. l1.000.000.- (Satu jutal 

rupiah). Agunan ini sebagai pernyataan keseriusan nasabah dalam 

mengajukan pembiayaan, juga menjadi second wayl out untul 

menyelamatkan pembiayaanl yang diberikanl kepada nasabahl apabila 

dimasa mendatang nasabahl tidak mampu melunasil kewajibannya.  

Namun, apabila pengajuan pembiayaan tersebut di bawahl Rp. 

l1.000.000,- (satul juta rupiahl), pihak LKMS BMT KUBE Sejahtera 001 

tidak membebankan agunan 

Sedangkan pada pembiayaan Murabahah KUBE, pelaku UMKM yang 

telah menjadi anggota KUBE, pihak LKMS BMT KUBE Sejahtera 001 

tidak mewajibkan agunan baik pembiayaan yang diajukan berada di 

bawahl Rp. l1.000.000,- (Satul juta rupiahl), maupun  berada di atasl Rp. 

l1.000.000,- (satul juta rupiahl).8 

C. Dampak Program Inklusi Keuangan pada Pemberdayaan Pelaku 

UMKM Di LKMS BMT KUBE Sejahtera 001  

Dalam Kamus Besarl Bahasa Indonesial dampak diartikanl sebagai 

pengaruhl kuat yangl mendatangkan akibat baikl negatif maupunl positif. 

Kemudahan akses yang didapatkan para pelaku UMKM dalam mendapatkan 

permodalan dinilai berhasil apabila pembiayaan tersebut memberikan dampak 

postif terhadap perkembangan usaha yang mereka. 

Nurrohma dalam penelitiannya menjelaskan bahwal perkembangan usahal 

adalah suatu bentukl usaha kepadal usaha tersebutl agar dapatl berkembang 

 
8 Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Nuraini Account Officer (AO) & Remedial LKMS 

BMT KUBE Sejahtera 001 pada tanggal 20 September 2021  
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menjadil lebih baikl lagi danl mencapai padal satu titikl atau puncakl menuju 

lkesuksesan.9 

Menurut Jeaning dan Beaver yang dikutip dalam Tesis Mohammad Saleh, 

indikator dari perkembangan suatu usaha adalah omset perjualan; 

pertumbuhan tenagal kerja; pertumbuhanl pelanggan sebagail pengukuran 

manusia. 

1. Modal Usahal  

Pada dasarnya modal usaha adalah sejumlah uang yang dimiliki oleh 

seseorang yang digunakan sebagai dasar dari usaha yang dimilikinya, 

ataupun dana yang sudah tertaman di dalam usaha yang sedang dijalankan 

untuk waktu yang tidak ditentukan.  

Menurut penuturan Ibu Hariati pemilik usaha bolu dengan nama Emir 

Roti yang merupakan pelaku UMKM yang menjadi nasabah pembiayaan 

Murabahah Non KUBE, Pembiayaan yangl diberikan oleh LKMS BMTl 

KUBE Sejahteral 001 memberikan dampak yang signifikan bagi usaha 

bolu yang ia jalankan, di tahun 2015 sebelum mendapatkan tambahan 

modal usaha beliau hanya mampu memproduksi satu ikat pesanan, dimana 

dalam satu ikat berisi 100 kotak (Loyang bolu). Di tahun 2016 Ibu Hariati 

pertama kali mengajukan pembiayaan sebasar lRp. 500. l000,- (lima ratusl 

ribu rupiah) kepada LKMS BMT KUBE Sejahtera 001, kemudian dengan 

bertambahnya modal beliau mampu memenuhi pesanan pelanggan di 

angka 2 ikat (200 kotak) bolu.10 

Dilain usaha, Ibu Sri Purwati pemilik usaha mabel (pembuatan kursi 

dan sofa), di tahun 2006 ia sudah menjadi anggota Kelompok Usaha 

Bersama (KUBE) LKMS BMT KUBE Sejahtera 001, setelah mengikuti 5 

kali pembianaan, ia pertama kali mengajukam pembiayaan Murabahha 

 
9 Nurrohma, I, Analisis Perkembangan Isaha Mikro, Kecil dan Menengah Seblum dan 

Sesudah Menerima Pembiayaan Musyarakah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT (Studi 

Kasus BMT Beringharjo Yogyakarta), Yogyakarta: UNY, 2015, h. 9 
10 Hasil wawancara dengan Ibu Hariati (pelaku usaha UMKM bolu) pada tanggal 21 

September 2021 
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KUBE sebasarl Rp. l500.000,- (lima ratusl ribu rupiahl) di tahun 2006 

sebagai modal awal untuk usaha mebel yang ia jalani sekarang.11  

Dari kedua usaha UMKM tersebut, penulis menyimpulkan bahwa 

pembiayaan yang diberikan oleh LKMS BMT KUBE Sejahtera 001, baik 

Murabahah KUBE maupun Murbahah Non KUBE keduanya memberikan 

dampak signifikan bagi usaha mereka.  

2. Omset Usaha 

Omset dari sebuah usaha adalah besarnya penjualan kotor dari usaha 

yang sedang dijalankan. Besarnya omset yang diperoleh suatu usaha akan 

berdampak pada semakin besarnya kemampuan usaha tersebut. 

Pada usaha bolu Ibu Hariati di tahun 2016 omset yang didapatkan 

adalah Rp. 2.200.000 (satu juta dual ratus ribul rupiah) dalam satu hari, 

dimana ia mampu menjual 2 ikat (200 kotak bolu) dengan hargal Rp. 

l12.000,- (dua belasl ribu rupiahl) perkotak. Menurutnya, pembiayaan yang 

ia dapatkan membuat omset usahanya meningkat, di tahun 2021 dengan 

harga jual yang sama omset usaha meningkat menjadi 4 ikat (400 kotak) 

bolu Rp. l4.800.000,- (empatl juta delapanl ratus ribul rupiah) dalam satu 

hari.12 

Pada usaha mabel yang dijalani Ibu Sri Purwati di tahun 2006 beliau 

masih bekerja dengan usaha mebel lain, dan belum mendapatkan omset 

usaha. Setelah menerima pembiayaan dan usahanya berjalan, di tahun 

2021 usaha pembuatan sofa tersebut mempu mencapai omset sebesar Rp. 

10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dalam satu bulan.13 

 
11 Hasil wawancara dengan Ibu Sri Purwati (pelaku usaha UMKM mebel) pada tanggal 

21 September 2021 

 
12 Hasil wawancara dengan Ibu Hariati (pelaku usaha UMKM bolu) pada tanggal 21 

September 2021 

 
13 Hasil wawancara dengan Ibu Sri Purwati (pelaku usaha UMKM mebel) pada tanggal 

21 September 2021 
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Dapat disimpulkan, pembiayaan yang diberikan memberikan dampak 

terhadap kenaikan omset yang diterima masing-masing usaha.  

3. Keuntungan Usaha 

Usaha bolu yang dijalani Ibu Hariati, dalam setiap satu loyang bolu 

yang dijual dengan harga Rp. 12. 0000, Ibu Hariati Membutuhkan biaya 

produksi sebasar Rp. 10.000. keuntungan bersih yang diterima Ibu Hariati 

Dalam satu Loyang bolu adalah Rp. 2.000,-, menurutnya, dalam satu hari 

ia dapat meraih keuntungan bersih sebasar Rp. 400.000,- di tahun 2016, 

dan di tahun 2021 dalam satu hari ia mempu meraih keuntungan sebesar 

Rp. 800.000,.14 

Kemudian, usaha mebel Ibu Sri Purwati yang sudah berjalan sejak 

2006 tersebut mampu meraih omset Rp. l10.000.000,- (sepuluhl juta 

rupiahl) dalam satu bulanl di tahun 2021 dengan total biaya produksi 

sebasar 50% dari omset tersebut, maka keuntungan usaha beliau adalah 

sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dalam satu bulan, apabila 

pesanan sedang banyak.15 

Dari kedua usaha tersebut dapat disimpulkan, pembiayaan yang 

diberikan menaikkan omset usaha mereka dan otomatis juga meningkatkan 

keuntungan usahanya.  

  

 
 

14 Hasil wawancara dengan Ibu Hariati (pelaku usaha UMKM bolu) pada tanggal 21 

September 2021 

 
15 Hasil wawancara dengan Ibu Sri Purwati (pelaku usaha UMKM mebel) pada tanggal 

21 September 2021 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelahl melakukan lpenelitian, melakukan analisa dan menjabarkannya ke 

dalam sebuah pembahasan, penulisl mengambil beberapal kesimpulan sebagai 

jawaban daril rumusan masalahl pada penelitianl ini. Berikutl kesimpulan daril 

penelitian Analisisl Inklusi Keuangan Pada Pembiayaan UMKM Di LKMS 

BMT KUBE Sejahtera 001 

1.  Dalam mengimplementasikan inklusi keuangan, sebagai lembaga 

keuangan mikro LKMS BMT KUBE Sejahtera 001 menerapkan 

beberapa kebijakan, terutama dalam hal pembiayaan kepada UMKM. 

LKMS BMT KUBE Sejahtera 001 melakukan pembinaan dan juga 

monitoring terhadap pelaku UMKM yang menjadi anggota KUBE 

(Pembiayaan Murbahah KUBE), namun kegiatan pembinaan dan 

monitoring ini tidak lagi dilanjutkan mengingat adanya pandemi 

Covid-19, LKMS BMT KUBE Sejahtera 001 lebih fokus pada 

pembiayaan Murabahah Non KUBE. Selain itu, LKMS BMT KUBE 

Sejahtera 001 memberikan syarat yang mudah dan tidak berbelit-belit 

dan proses pencairan dana yang hanya tiga sampai tujuh hari kerja 

paling lama, tidak mewajibkan agunan bagi UMKM yang yang 

menjadi anggota KUBE dalam mengajukan pembiayaan. 

2. Kemudahan akses yang diterima melalui kebijakan inklusi keuangan 

kepada masyarakat terutama yang dalam penelitian ini adalah pelaku 

UMKM di kecamatan Percut Sei Tuan untuk mendapatkan 

pembiayaan permodalan pada LKMS BMT KUBE Sejahtera 001 

memberikan dampak yang positif bagi usaha yang mereka jalani. 

Dalam hal permodalan, memberikan dampak dengan meningkatnya 

produksi, dengan produksi yang meningkat, omset yang didapatkan 

oleh pelaku UMKM juga meningkat, hal ini juga membuat keuntungan 

yang diterima meningkat.  
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B. Saran 

Berdasarkanl hasill lpenelitian, Analisa danl pembahasanl dari penelitianl 

Analisis Inklusi Keuangan Pada Pembiayaanl UMKM Di LKMS BMT KUBE 

Sejahtera 001, penulis mengemukakan saran sebagai berikut: 

1. Sebagai lembaga keuangan formal yang paling dekat dengan 

masyarakat kecil, menengah dan masyarakat pedesaan LKM 

diharapkan mampu mengoptimalkan kinerja dalam memberikan 

kemudahan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan fasilitas 

lembaga keuangan formal. 

2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menjelaskan inklusi 

keuangan.tidak hanya pada lembaga keuangan mikro seperti BMT 

namun juga pada lembaga keuangan Makro. 

3. Penelitian ini dapat diperluas dengan menjelaskan implementasi dari 

inklusi keuangan tidak hanya pada pembiayaan UMKM namun juga 

pada pembiayaan lainnya. 
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LAMPIRAN 

 

Daftar Pertanyaan kepada pihak Koperasi Serba Usaha Syariah (KSU) 

LKMS BMT Kube sejahtera 001 

A. Inklusi Keuangan  

1. Apa sajakah yang menjadi syarat administrasi dalam mengajukan 

pembiayaan Murabahah Kube dan Murabahah Non Kube? apakah 

jaminan juga menjadi syarat? 

2. Apakah dalam penyaluran pembiayaan Murabahah Kube dan 

Murabahah Non Kube, pihak LKMS BMT Kube sejahtera 001 

membuka peluang sebesar-besarnya bagi pelaku UMKM yang 

mengajukan pembiayaan tersebut? ataukah terdapat kriteria tertentu 

yang harus dimiliki oleh para pelaku UMKM? 

3. Upaya apa yang dilakukan oleh LKMS BMT Kube sejahtera 001 

dalam menjamin kemudahan akses bagi nasabah untuk mendapatkan 

pembiayaan Murabahah Kube dan Murabahah Non Kube? 

4. Jika dalam melakukan pengarahan dan pembinaan kepada pelaku 

UMKM, terdapat salah satu nasabah yang tidak memahami bahasa 

Indonesia, apakah pihak LKMS BMT Kube sejahtera 001 juga 

menggunakan bahasa lokal agar menghindari kesalah pahaman yang 

mungkin dapat terjadi? 

5. Apakah LKMS BMT Kube sejahtera 001 memiliki kebijakan untuk 

mengungkapkan hak klien, dan risiko produk atau jasa (termasuk 

risiko lebih hutang) pada pembiayaan yang ditawarkan kepada klien 

dengan tingkat melek huruf yang rendah dan UMKM? 

6. Selain berlokasi di Banadar Setia, apakah LKMS BMT Kube sejahtera 

001 memiliki cabang yang terletak di desa lain? 

7. Apakah LKMS BMT Kube sejahtera 001 memiliki program dan 

kebijakan khusus yang diperuntukkan untuk masyarakat miskin dan 

marginal? 
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8. Dampak seperti apakah yang diterima oleh LKMS BMT Kube 

sejahtera 001 mengenai kebijakan keuangan inklusif ini terkhusus bagi 

pihak KSU dan juga pelaku UMKM yang diberikan modal? 

9. Apakah ada kebijakan yang diberlakukan oleh LKMS BMT Kube 

sejahtera 001 dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan untuk 

meningkatkan kesejahteraan financial kelompok yang berpenghasilan 

rendah, marginal dan UMKM? 

B. Penyaluran Pembiayaan kepada UMKM 

1. Sudah berjalan berapa tahunkah produk Pembiyaan Murabahah Kube 

dan Pembiayaan Murabahah Non Kube di LKMS BMT Kube sejahtera 

001? 

2. Apakah pelaksanaan mekanisme pembiayaan murabahah Kube dan 

Murabahah Non kube kepada pelaku UMKM disertai dengan 

pembinaaan? Kemudian, dapatkah Bapak/Ibu memberikan penjelasan 

mengenai pembinaan tersebut? 

3. Apakah penggunaan dana murabahah yang telah diterima oleh nasabah 

diketahui jelas oleh pihak LKMS BMT Kube sejahtera 001? 

4. Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh LKMS BMT Kube 

sejahtera 001 dalam me-monitor pengelolaan modal yang diterima 

pelaku UMKM dalam pembiayaan Murabahah ini? 

5. Terhitung sejak 2016 hingga 2020, terjadi penurunan dalam 

pembiayaan Murabahah ataupun Murabahah Non Kube, apakah 

terdapat kendala dalam pelaksanaan pembiayaan tersebut yang 

mengakibatkan jumlahnya menurun? 

6. Berapakah minimum dan maksimum pembiayaan yang diberikan 

LKMS BMT Kube sejahtera 001 kepada pelaku UMKM? 
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Daftar Pertanyaan Kepada Pelaku UMKM yang Diberikan Pembiayaan 

A. Inklusi Keuangan 

1. Apakah Bapak/Ibu meengetahui Kebijakan Inklusi keuangan? 

2. Dalam mengajukan pembiayaan pertama kalinya, apakah Bapak/Ibu 

mengalami kesulitan?  

3. Apaka proses administrasi hingga dana murabahah sampai ke tangan 

Bapak/Ibu memakan waktu lama dan prosesmya terkesal sulit? 

4. Apakah dalam proses administrasi pembiayaan Murabahah Kube 

ataupun Murabahah Non Kube yang dilakukan, Bapk/Ibu dikenai atau 

dibebankan biaya tertentu? 

5. Apakah dalam mengajukan pembiayaan, Bapak/Ibu diminta untuk 

memberikan agunan (jaminan)? 

6. Apakah syarat-syarat yang diberikan oleh pihak LKMS BMT Kube 

sejahtera 001 sebagai syarat saat melakukan administrasi pembiayaan 

dirasa sulit dan membebani? Ataukah syarat-syarat tersebut termasuk 

mudah? 

7. Apakah selain memberikan modal, pihak LKMS BMT Kube sejahtera 

001 juga memberikan bimbingan dan pengarahan dalam usaha 

Bapak/Ibu? 

B. Dampak Pembiayaan 

1. Usaha apakah yang sedang Ibu/Bapak Jalani sekarang? 

2. Sudah berapa lamakah Bapak/Ibu melakukan pembiayaan Murabahah 

Kube/Non Kube di LKMS BMT Kube sejahtera 001? 

3. Apakah dengan diberikannya modal melalui pembiayaan Murabahah 

Kube/Non Kube membuat usaha Bapak/Ibu lebih besar lagi? 

4. Berapakah Omset pertahun dari usaha yang Bapak/Ibu jalankan 

sebelum menerima pembiayaan Murabahah Kube/Non Kube? 

5. Berapakah Omset pertahun dari usaha yang Bapak/Ibu jalankan 

sekarang (setelah menerima Pembiayaan Murabahah Kube/Non 

Kube)? 
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6. Berapa keuntungan yang diterima Bapak/Ibu sebelum menerima 

pembiayaan Murabahah Kube/Non Kube? 

7. Berapa keuntungan yang diterima Bapak/Ibu sekarang (sesudah) 

menerima pembiayaan Murabahah Kube/Non Kube? 
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